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ABSTRAK
PENERAPAN AKUNTANSI DANA DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH '
Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belu

Wilprima Maria Fatima Seran
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2001

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan diterapkannya
akuntansi dana dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah
Kabupaten Belu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada pemerintah
daerah Kabupaten Belu-Nusa Tenggara Timur. Teknik pengumpulan data yang
digunakan yaitu melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis
data yang digunakan ialah teknik analisis deskriptif, yaitu dengan
membandingkan keduabelas prinsip akuntansi dana dengan kondisi pemerintah
daerah.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan ditemukan bahwa sembilan dari
duabelas prinsip akuntansi dana yaitu Akuntansi dan Pelaporan, Sistem Akuntansi
Dana, Jenis-jenis Dana, Akuntansi Aktiva Tetap dan Utang Jangka Panjang
Umum, Penilaian Aktiva Tetap, Depresiasi Aktiva Tetap, Basis Akrual dalam
Akuntansi Pemerintahan, Klasifikasi Akun Transfer, Pendapatan, Belanja dan
Biaya, dan Laporan Keuangan Tahunan dan Interim belum memenuhi syarat
dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Belu sehingga diperoleh
kesimpulan bahwa akuntansi dana belum mungkin dapat diterapkan oleh
pemerintah daerah Kabupaten Belu dalam pengelolaan keuangan daerahnya.
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ABSTRACT
THE APPLICATION OF FUND ACCOUNTING ON THE DISTRICT
FINANCIAL MANAGEMENT '
A Study Case at District Belu, Nusa Tenggara Timur

Wilprima Maria Fatima Seran
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2001

This research was aimed to find out the possibility of the application of
fund accounting in the district financial management by the government of district
Belu. The research was a case study at the district Belu-Nusa Tenggara Timur.

In order to collect the data, the writer employed the interview,
documentation, and observation. The technique of data analysis used was
descriptive, by comparing the twelve principles of fund accounting with the
condition within the district government.

Based on the data analysis done by the research, it was found out that the
nine principles above - Accounting and Reporting, Fund Accounting System,
Types of Fund, Fixed Asset Accounting and Long Term Liabilities, Fixed Asset
Measurement, Fixed Asset Depreciation, Accrual Basis in Governmental
Accounting, Classification of Account Transference, Revenue, Expenses, and
Costs and Annual Financial Statement and Interim - were not yet qualified to be
applied in the district financial management. Therefore, the research concluded
that the fund accounting was still not possible to be applied by the district
government of Belu.

vii



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan atas karunia-Nya yang begitu besar, sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Penerapan Akuntansi Dana
dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah
satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta.

Pada kesempatan ini dengan segala hormat dan cinta penulis haturkan
terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga
selesainya skripst int:

1. Drs. Hg. Suseno TW, M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas

Sanata Dharma Yogyakarta.

4%

Drs. YP. Supardiyono, M.Si.,Akt., selaku ketua jurusan Akuntansi dan
sebagail pembimbing | yang telah membimbing, memberi pengarahan, koreksi
dan saran-saran selama penulisan skripsi ini.

3. Dra. YF. Gien Aéustinawansari, MM, Akt., selaku pembimbing 11 yang telah
membimbing, memberi pengarahan koreksi dan saran-saran selama penulisan
skripsi ini.

4. Drs. Ign. Kuntoro .M, Akt., yang telah memberi masukan, koreksi dan saran-

saran yang berguna.

5. Drs. Marianus M. Modesir, MM., dan keluarga yang selalu memberi

dukungan.

viil



Para dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi yang telah mendidik dan

- membantu penulis selama ini.

10.

11.

12,

13.

Bupati beserta jajaran Pemda Kabupaten Belu yang berkenan memberi ijin
untuk melakukan penelitian dan memberikan data-data yang dibutuhkan.
Bapak, Mama, Adik-adik, dan keluarga besar di Timor yang selalu

mendoakan dan merindukan saya.

- Crew Kutilang 13 yang menjadi bagian saya selama ini: eyang Utti, mas

Manda-mbak Lina + Adit&Dini, Ruri, Mar, Tika, Ida....I’m gonna miss you !!

Ebid & Pierre, Nona-Xandra&Anna, Yafe, Winda, Emmy.....thank’s untuk
segalanya.

Teman—temaﬁ Akt-A’97 terutama Imma, Eddo, Teguh, Yana, Bambang, Andi,
Asthi juga teman-teman KKN-Plaosan yang selalu pedull.

Saudara-saﬁdara saya yang ada di Jogja: Tanti, Giyen, Waldus, Ullu, Adi,
Toni, Adel, Nyongki, dan Efrem...thank you!!!

My big brother “Lans” thank’s untuk segalanya....if I know what love is, it is
because of you.

Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja. Penulis menyadari

-skripsi ini masih jauh dari sempuma untuk itu segala kritik dan saran sangat

diperlukan.

Yogyakarta, 21 September 2001

Penulis

1%



DAFTARISI

HALAMAN JUDUL ....oivniniiinnnnninniiisinsssssssssemsssimossessssssssssssssssss i
HALAMAN PERSETUJUAN ...cccoiiiniinnmiiennnntininmisnioiisssssssmnsens ii
HALAMAN PENGESAHAN ..covvviiinnisinnsisissininnssssnsssnesssssnsnsissssnens iii
HALAMAN PERSEMBAHAN ....ccccinniniinenniniiiinniminnismiemses iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ...covevevernrennersrenasaererssseresssserennsnns v
ABSTRAK .....ccccrvnerrnnees e rreseenseeesatssrenes vi
ABSTRACT ........ O PPV OT PO PPRT OO vii
KATA PENGANTAR ..cocinniiniiinintininessiesissnsssnsisssesssnissnessssessnenes viii
DAFTAR IST ..ccuiiiiiiiiinnneninnnniiineiiiesiieenesmiessmeisessimsssssismsssssssen X
DAFTAR TABEL .titienitttinniieninnniissnnnnnisssssntiicsinsiiisssisersssssssssssosons xiii
BABL  PENDAHULUAN ....cccoceriverererererentnteresesnsesesencreseenn 1
A. Latar Belakang Masalah ........................... 1

B. Permasalahan ... 6

C. Tujuan Penelitian ...............ocoov i 6

D. Manfaat Penelitian ..ot 6

E. Sistematika Penulisan ........................ccc i 7

BABII. LANDASAN TEORI .....cccciiiiniiiiiiiininiiieniniineniinsienn. 9
A. Akuntansi Pemerintahan ... 9

1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan ............................ 9

2. Kekhususan Akuntansi Pemerintahan ........................... 9

B. Akuntansi Dana ............cocoiii 13

L Pengertian .........ooiiiit i 13

2. KonsepdanIstilah ...................oo i 14

3. Persamaan AkuntansiDana ................ oo 15

4. Prinsip-prinsip Akuntansi Dana .......................co 19

5. Peranan ANggAaran ............ocoiiiiii i 26



BAB III.

BABIV.

BAB V.

C. Keuvangan Daerah ............................... . 28

1. Pengertian ..........cccooeoviiiiiiiiee i . 28

2. Sumber Keuangan Pemerintah Daerah ........................ 28

3. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah ................... 30
METODOLOGI PENELITIAN ...civiiiiiiiiniiiiiiiinniniensnn 33
A, Jenis Penelitian ... 33
B. Subjek dan Objek Penelitian ....................cooiii 33
C. Tempat dan Waktu Penelitian .........................o 34
D. Data yang Dicari ..........ccooiiiiiniiiiii 34
E. Teknik Pengumpulan Data .................... BT 34
F. Teknik Analisis Data .............ccocoiiiiiiiii i 35
GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH ............. 37
A. Keadaan Geografis ..............ccooiiiiiii 37
B. Keadaan Penduduk ...................o 38
C. Pemerintahan ... 38
D.Sosial ..o 39

1. Pendidikan ...............ccocii i 39

2. Kesehatan ... 40

3. Agama dan Sosial Lainnya .................. e 41
E. Sumber Daya Alam .............c..oiviiiiii 41
F. Keadaan Keuangan Daerah ............................on . 42
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN . iociiiiiiiieiiaeecnnne 44
A.DeskripsiData ... 44
B. Pembahasan dan Analisis Data 49

C. Perbandingan Antara Prinsip GASB dan Pemerintah Daerah .... 63



BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN ...ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinineen 67

A. Kesimpulan .................... B 67
B. Keterbatasan Penelitian ..................c...oc 68
C.oSaran ... 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

xii



DAFTAR TABEL

L NIACA L.t 17
II. Laporan Pendapafan dan Belanja Daerah ......................... 18
1. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja .................................... 19
Iv. Keadaan Penduduk KabupatenBelu ........................... 38
V. Realisasi Penerimaan Daerah KabupatenBelu ................................ 45
V1. Prioritas Pemenfaatan Dana Kabupaten Belu .....................coooiiiil. 48
VIL Rekapitulasi Usulan Proyek Menurut Sumber Dana . .. . ...................... 48
VIII. Realisasi Fisik Keuangan Proyek ... 49
IX. Perbandingan antara Prinsip-prinsip GASB dengan

Kondisi Pemerintah Daerah .......................... 64

Xiii



BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara dengan wilayah yang.luas membutuhkan suatu sistem
pemerintahan‘;daerah yang efektif. Sistem ini diperlukan tidak saja sebagai
alat untuk melaksanakan berbagat program pemerintah, tetapt lebih penting
agar masyarakat setempat dapat berperan serta dalam menentukan prioritas
untuk pembangunan daerahnya sendiri. Agar dapat menjalankan semua
tugas-tugasnya pemerintah daerah membutuhkan dana. Sebab pada satu sisi
lembaga pemerintahan melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna
membiayai aktiyitas—aktivitasnya, dan pada sist lain pemerintah harus
melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi
biaya-biaya yang dikeluarkan. Sehingga dalam mengelola keuangannya
pemerintah daerah harus mampu menentukan penggunaan anggaran secara
tepat dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluarannya.

Menghadapi perkembangan zaman dan tantangan persaingan global,
otonomi daerah dipandang perlu untuk diselenggarakan dengan memberikan
kewenangan vang luas, untuk mengatur dan memanfaatkan potensi daerah
vang ada serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan
prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan. Otonomi daerah bukan hanya
sekedar pemberian wewenang luas kepada pemerintah daerah, tetapi akan

lebith berarti bagt rakyat daerah jika otonomi disertar dengan



rakvat daerah. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nvata
kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganva adalah
kemampuan .§e{ﬁsuppor(zﬁng dalam bidang keuangan, yang Berarti daerah
membutuhkan dana atau uang dalam penyelenggaraan urusan rumah
tangganya (Riwu Kaho,1997:124). Tanpa adanya biava vang cukup tidak
mungkin bagi daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas, kewajiban sert

kewenangan vang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah
tangganya. Untuk dapat memiliki kevangan vang memadai. dengan

sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan vang cukup pula.

Seperti halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga

uQ

mencatat semua transaksi keuangan. Era globalisasi dan otonomi daerah
dengan proses desentralisasinya menuntut adanya akuntabilitas publik
dalam melaksanakan setiap aktivitas. Dalam setiap pelaksanaan aktivitas
vang diharapkan adalah ekonimisasi, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan
kegiatan pemerintah (Rasuli,2000). Ketiga dimensi ini belum dapat dilihat
dari laporan pertanggungjawaban pemerintah vang sekarang ini vaitu
Perhitungan Anggaran Negara (PAN). Di Indonesia, pembukuan pada
dasarnya bersifat tidak berpasangan (single entry), dan pembukuannya
berdasarkan atas dasar kas (cash basis). Padahal pembukuan tunggal hanya
melakukan pencatatan transaksi dar satu sisi saja.  Sementara itu
pembukuan berdasarkan kas hanva melakukan pencatatan terhadap keluar
masuknya kas. Jadi apa vang diterima melalui kas dianggap sebagat

pendapatan, demikian juga pengeluaran melalui kas dianggap sebagai



pengeluaran periode itu.  Dasar pelaporan keuangan Indonesia adalah
Undang-Undang PAN (Perhitungan Anggaran Negara). Laporan keuangan
pemerintah Indonesia terdiri atas laporan penyebutan total realisasi
pendapatan, belanja, saldo lebih atau kurang dari anggaran.

Organisasi pemerintahan (governmental organization) merupakan salah
satu bentuk dari berbagai bentuk organisasi nirlaba yang umumnya dibentuk
untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Bidang
vang dikelola organisasi pemerintahan umumnya berkaitan dengan
penyediaan barang atau jasa yang wital bagi masyarakat atau secara
komersial tidak ekonomis apabila dikelola organisasi komersial. Mengingat
betapa pentingnya organisast nirlaba khususnya organisasi pemerintahan
vang banvak bergerak dalam aktivitas layanan umum. perlu dibentuk
akuntansi tersendiri sebagai service activity untuk menyediakan informasi
dalam rangka pengelolaan keuangan pemerintah (Baldric&Bonni, 1999:1-2).

Kualitas informasi ditentukan oleh tingkat relevansi, ketepatan waktu,
kelengkapan, dan dapat dipercayanya suatu informasi. Akuntansi
pemerintahan  harus dapat memberi informasi vang berguna bagi
perencanaan, penganggaran, pengendalian anggaran dan perumusan
kebijakan serta pentlaian kinerja suatu unit instansi pemerintah. Pemerintah
vang demokratis bertanggungjawab untuk beroperasi dengan efisien, hemat,
dan efektif untuk tujuan vang dikehendaki rakyatnva. Informast atas

laporan keuangan dibutuhkan oleh masyarakat untuk melihat perkembangan
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pembangunan daerahnya. Dengan demikian keberhasilan ataupun
kegagalan mengelola suatu daerah dapat diketahui.

Karakteristik dan lingkungan organisasi pemerintahan yang berbeda
dengan organisasi komersial maupun kepatuhan terhadap undang-undang.
dan peraturan lainnva vang harus dapat ditunjukkan dalam laporan

cuangan organisasi pemerintahan, menyebabkan perlu diformulasikan
prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan tersendiri. Memahami sifat dan
hakikat pemerintah serta lingkungan operasinya vang kompleks merupakan
hal penting untuk dapat menetapkan obyektif laporan keuangan pemerintah.
Pemerintahan daerah di Indonesia bersifat berjenjang, berbeda dengan
negara Amerika Serikat di mana tiap-tiap negara bagian bebas dan berdir
sendiri sehingga pemerintah wilayah dan pemerintah daerah jelas berada di
bawah pemerintah pusat.

Governmental Accounting Standards Board (GASB), sebuah organisasi
profesi akuntansi yang ada di Amerika Serikat, memformulasikan standar
akuntansi dan pelaporan untuk organisasi pemerintah. GASB telah
menformulasikan prinsip akuntansi pemerintahan yang disebut juga prinsip
akuntansi dana, dimana sistem akuntansi pemerintahan ditentukan
berdasarkan pembentukan dana-dana. Akuntansi pemerintahan di Amerika
ini menggunakan sistem pencatatan double entry (sistem berpasangan) dan
dasar waktu vang di modifikasi (modified accrual basis).

GASB menetapkan bahwa tujuan pelaporan keuangan akuntansi

pemerintahan (dena) adalah untuk menunjukkan kondisi keuangan, hasil

\
A2



N

operasi, perubahan kondisi keuangan dan untuk menunjukkan kesesuaian
pelaksanaan aktivitas dengan undang-undang dan peraturan-peraturan
lainnya yang telah ditetapkan. Undang-undang ditetapkan untuk mengatur
bagaimana pendapatan-pendapatan unit pemerintahan dapat diperoleh, dan
bagaimana mengalokasikan pendapatan-pendapatan tersebut pada berbagai
kegiatan pem_erintahan. Demikian juga standar-standar dan prosedur untuk
penanganan | penerimaan-penerimaan  dan  pengeluaran, perlakuan
akuntansinya, serta pelaporannya harus sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dan pembatasan-pembatasannya. Oleh karena 1tu
taat kepada ketentuan hukum adalah lebih utama, dimana apabila terdapat
perbedaaﬁ dengan prinsip akuntansi, ketentuan hukum lebih diutamakan
(Rosiid1,1987:2).

Masalah pengelolaan keuangan daerah merupakan masalah penting
dalam otonomi daerah terutama sanggup atau tidaknva sumber daya
manusia yang ada untuk mengelola keuangan daerah secara efisien dan
efektif. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memiliki kecakapan
mengelola keuangannya baik penerimaannya maupun pengeluarannya
karena kompleksitas kegiatan vang semakin meningkat tentu saja
memerlukan pencatatan transaksi yang semakin kompleks pula yang secara
langsung akan mempengaruhi saldo dana dalam rekening maupun dalam
aktivitas pencatatannya. Untuk itu diperlukan adanya sarana pencatatan
vang lengkap dan rinci. Pencatatan vang lengkap dan ninci dapat membantu

dalam melakukan analisis terhadap perubahan saldo dana, pelaksanaan



anggaran serta pelaporan realisasinya, sehingga laporan keuangan yang
dihasilkan dapat disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi

yang berlaku.

B. Permasalahan
Apakah akuntansi dana memungkinkan untuk diterapkan dalam

pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belu?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini  adalah untuk mengetahui kemungkinan
diterapkannya akuntansi dana dalam pengeloaan keuangan daerah

Kabupaten Belu.

D. Manfaat Penelitian
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Belu
Penelitian. ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah
daefah Kabupaten Belu dalam mengelola l;euangan daerahnya.
2. Universitas Sanata Dharma |
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka dan mudah-
mudahan dapai >memberi tambahan informasi bagi para pembaca

khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan.



3. Penulis
Penelitian ini mendorong penulis untuk mencoba mengaplikasikan teori-

teori yang diperoleh dengan praktek dilapangan.

E. Sistematika Penulisan

BABI PENDAHULUAN
Menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan,
tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BABII LANDASAN TEORI
Menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan
permasalahan yang ada.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Menguraikan tentang jenis penelitian yang digunakan, waktu dan
tempat peneiitian, objek dan subjek penelitian, data yang dicari,
teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH
Menguraikan tentang pemerintah ,daerah Kabupaten Belu secara
umum.

BAB V PEMBAHASAN
Menguraikan tentang hasil analisis data yang diperoleh untuk

membahas permasalahan yang ada.



BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Menguraikan tentang ringkasan hasil penelitian yang berupa

kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada pemerintah

daerah Kabupaten Belu.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akuntansi Pemerinfahan.
1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi perﬁerintahan (governmental accounting) berkaitan dengan
proses pengolahan data akuntansi bagi organisasi pemerintahan yang tidak
bertujuan untuk menghasilkan laba. Walaupun sifat lembaga pemerintah
berbeda dengan lembaga-lembaga lain terutama yang bertujuan mencari
laba, namun kegiatan akuntansi pemerintahan meliputi kegiatan
pengénalisaan, pencatatan, penyimpulan, pelaporan, dan penginterpretasian
transaksi-transaksi unit dan agensi pemerintahan. Lembaga pemerintahan
senantiasa berukuran besar namun lembaga pemerintahan tergolong
lembaga mikro, sehingga akuntansi pemerintahan digolongkan sebagai

akuntansi mikro.
Oleh karena itu akuntansi pemerintahan dapat diartikan sebagai
akuntansi mikro yang berfungsi khusus menyajikan informasi keuangan
bagi lembaga pemerintahan. Informasi keuangan dibutuhkan sebagai dasar

pengambilan keputusan dalam menjalankan aktivitasnya.

2. Kekhususan Akuntansi Pemerintahan
Berbagai prinsip akuntansi, terminologi dan bentuk pelaporan antara
akuntansi komersial yang bermotifkan [aba digunakan juga dalam akuntansi

pemerintahan.  Namun secara fundamental pencatatan dan pelaporan
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akuntansi komersial berbeda dengan akuntansi pemerintahan, karena adanyé
kondisi operasi dan tujuan kegiatan yangh be‘rsifat khusus.

Perbedaan kondisi yang ada pada akuntansi pemerintahan antaré lain
(Kustadi, 1986:15) :

1) Tidak diperlukannya pencatatan laba dan rugi kecuali pada unit

perusahaan.

2) Tidak diperlukannya pencatatan- pemilikan pribadi (individual

ownership).

3) Pencatatan tersendiri harus ada buat dana (fund) yang sebaiknya

merupakan satuan keuangan dan pembykuan lengkap.

4) Pembukuan harus disediakan juga buat keperluan pengawasan

anggaran.

Partono (2000) seorang pemerhati masalah akuntansi pemerintahan
‘mgngemukakan bahwa standar akuntansi pemerintahan tidak dapat
dilrepaskan dari pengembangan akuntansi pemerintahan dan perlu disusun
dan dikembangkan secara terus-menerus. Akuntansi pemerintahan telah
menunjukkan “jati dirinya” sebagai disiplin akuntansi yang terpisah dari
cabang-cabang akuntansi yang lain. Hal tersebut dapat dipahami mengingat
lingkungan pemerintahan menunjukkan aspek-aspek yang sangat berbeda
dengan lingkungan-swasta/komersial dan dengan sendirinya memerlukan
dalam banyak hal standar-standar akuntansi yang berbeda dengan yang
berlaku di sektor swasta. Oleh karena itu akuntansi pemerintahan sering

dianggap sebagai bidang akuntansi yang berdiri sendiri.
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e

Sistem pemerintahan Indonesia yang bersifat sentralisasi, menyebabka;l
tirﬁbulnya sifat sentralisasi dalam sistem akuntansi pemerintahan Indonesia,
sehingga akuntansi pemerintahan di Indonesia terutama adalah akuﬁtansi
pemerintahan pusat (Baswir,1993:8). Sistem akuntansi pemerintahan yang
merupakan sistem yang terpadu disebut Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
(SAPP) yang terdiri dari dua sistem utama yaitu :

A. Sistem Akuntansi Pusat (SAP) yang diselenggarakan oleh Badan
Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN), Departemen Keuangan,
yang akan menghasilkan informasi-informasi dan laporan-laporan
keuangan pemerintah pusat.

‘B. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang diselenggarakan oleh
lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara, departemen dan
lembaga nondepartemen yang akar} menghasilkan informasi dan
laporan keu’éngan lembaga/departemen.

Pcmerintah pusat Indonesia kini telah memiliki secara substansial sistem,
prosedur, serta teknik pencafatan untuk sistem akuntansinya, walaupun
beberapa penyempurﬁaan masih perlu dilakukan. Akuntansi pemerintahan
Indonesia menggunakan pembukuan tunggal (single entry bookeeping) dan
pembukuannya berdasarkan dasar kas (cash basis). Pembukuan tunggal
hanya melakukan pencatatan transaksi dari satu sisi saja. Misalnya, bila
suatu instansi 'pgmérintahan melakukan , pembelian kendaraan maka
pencatatan dilakukan di satu sisi biaya pengeluaran untuk pembelian

kendaraan. Aktiva berupa mobil selanjutnya hanya dicatat dibuku tambahan
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ekstrakomptabel sebaéai pelengkap. Sementara itu pembukuan berdasarkéﬁ
kas hanya melakukan pencatatan terhadap keluar-masuknya kas. Jadi apa
yang diterima melalui kas dianggap sebagai pendapatan, demikian-juga
pengeluaran melalui -kas dianggap sebagai pengeluaran periode itu. Atas
dasar penerimaan dan pengeluaran kas dari setiap departemen atau non
departemen disusun Sumbangan Perhitungan Anggaran (SPA). Kemudian
SPA-SPA menjadi dasar untuk penyusunan Perhitungan Anggaran Negara
(PAN).

Dasar pelaporan keuangan di Indo‘nesia adalah Undang-Undang
Perhitungan Anggaran Negara yang memuat dua pasal. Laporan keuangan
pemerintah Indonesia terdiri atas laporan penyebutan total realisasi
pendapatan, belanja, saldo lebih atau kurang dari anggaran, sedangkan
rinciannya ada pada lampiran undang-undang tersebut. Rincian tersebut
memuat berbagai hal yakni perhitungan anggaran gabungan, perhitungan
anggaran pendapatan rutin, anggaran pendapatan pembangunan, belanja
rutin, belanjé pembaagunan tanpa bantuan proyek/teknis dan anggaran
negara bantuan proyek. Semua lampiran ‘yang terdiri dari angka-angka
disertai penjelasannya terikat dalam nota PAN. Dari nota tersebut diketahui
berapa selisih yang ada dari realisasi anggaran dalam satu tahun

(Harry,2000).
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B. Akuntansi Dana
1. Pengertian
Akuntansi pemerintahan yang menggunakan sistem dana disebut.juga
akuntansi dana (fund- accounting). Sistem-akuntansi pemerintahan harus
diorganisasikan dan dioperasikan atas dasar dana. Dana dalam akuntansi
pemerintahan bukan merupakan jumlah aktiva yang disisihkan untuk tujuan
tertentu, melainkan merupakan kesatuan akuntansi dan fiskal yang memiliki
seperangkat akun (account) yang berimbang sendiri untuk mencatat kas dan
sumber keuangan lain, bersama-sama dengan utang dan saldo ekuitas, serta
perubahan-perubahan yang terjadi untuk mencapai tujuan tertentu sesuai
dengan peraturan perundangan dan batasan-batasan lain. Dana dibentuk
untuk mengendalikan‘ sumber keuangan yafig terbatas dan tertentu untuk
menjamin dan menentukan kesesuaiannya dengan batasan hukum dan
administrasi.
Dana disebut kesatuan fiskal (fiscal entity) karena dana memiliki sumber
~ keuangan dan penggunaannya yang telah ditentukan dalam anggaran, dan
dana disebut kesatuan akuntansi (accounting entity) karena dana memiliki
persamaan akuntansi.  Kesatuan akuntansi dana merupakan kesatuan
akuntansi ganda (multiple accounting entity). Ada dua jenis kesatuan
akuntansi dana yang digunakan organisasi pémerintahan yaitu Dana Belanja
dan Dana Nonbelaﬁja. Dana belanja atau pemerintahan digunakan untuk
mempertanggungjawabkan aktifitas belanja yaitu aktiva lancar, utang

lancar, perubahan keduanya, dan saldo dana. Dalam dana ini tidak terdapat
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aktiva tetap dan utang jangka panjang. Sedangkan dana nonbelanja atau
dana kepemilikan digunakan untuk mempertanggungjawabkan aktivitas
nonbelanja, karenanya semua aktiva dan utang, perubahan keduanya dan

saldo dana dipertanggungjawabkan dalam dana ini.

2. Konsep dan Istilah*

Terdapat beberapa konsep dengan istilah yang sama antara akuntansi
pemerintahan dengan sistem dana dan akuntansi komersial.  Dalam
akuntansi komersial dikenal konsep-konsep seperti kesatuan akuntansi
(accounting entity), konsep penandingan pendapatan dengan biaya
(matching concept), periodisasi (periodicity), dan kelangsungan hidup
(going concern). Konsep-konsep ini juga terdapat dalam akuntansi dana,
namun maknanya berbeda antara akuntansi dana dengan akuntansi
komersial.

Konsep kesatuan akuntansi dalam akuntansi dana bermaksud bahwa
setiap dana merupakan satu kesatuan dana yang saling terpisah antara satu
dana dengan lain. Konsep penandingan pendapatan dan biaya bermaksud
bahwa pendapatan (revenue) suatu periode anggaran tertentu dibandingkan
dengan belanja (expenditure) periode anggaran tersebut untuk menentukan
perubahan saldo dana. Selain menandingkan pendapatan dengan belanja,
konsep ini juga berkaitan dengan penandingan anggaran dengan realisasinya
untuk menentukan apakah aktivitas dilaksanakan sesuai dengan peraturan

yang tercermin dalam anggaran. Dalam akuntansi dana, konsep periodisasi



hanya relevan untuk dana yang bersifat nonbelanja demikian juga konsep
kelangsungan hidup hanya relevan untuk dana yang bersifat nonbelanja

(Baldric&Bonni,1999:11-12).

3. Persamaan Akuntansi Dana
Pengertian akun (account) dalam akuntansi dana adalah judul suatu
catatan akuntansi yang umumnya berbentuk T, yang dibagi menjadi dua
bagian, sebelah kiri disebut Debit dan sebelah kanan disebut Kredit, sebagai
alat untuk mengklasifikasi dan mencatat transa.lksi berdasarkan prinsip tata
- buku berpasangan, yang kemudian disebut dengan istilah rekening. Suatu
transaksi adalah suatu kejadian ekonomi yang mempengaruhi aktiva dan
modal suatu dana. Oleh karena itu harus dilakukan pencatatan karena
adanya perubahan dalam persamaan akuntansinya. Persamaan akuntansi
setiap dana dan kelompok akun (Baldric&Bonni,1999:27) adalah sebagai
bertkut :
1) Persamaan akuntansi kelompok dana pemerintahan: Aktiva
Lancér = Utang Lancar + Saldo Dana.
2) Persamaan akuntansi kelompok akun aktiva tetap umum: Aktiva
Tetap Umum = Investasi dalam Aktiva Tetap Umum.
3) Persamaan akuntansi kelompok akun utang jangka panjang umufm:
Jumlah yang harus disediakan dalam Dana Pelunasan Utang =

Utang Jangka Panjang Umum.
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4) Persamaan akuntansi kelompok dana kepemilikan: Aktiva =
Utang + Modal.
5) Persamaan akuntansi kelompok dana kepercayaan:
(a) Dana Trust Belanja: Aktiva Lancar = Utang Lancar +
Saldo Dana.
(b) bana Trust Nonbelanja: Aktiva = Utang + Saldo Dana.
(c) Dana Trust Pensiun: Aktiva = Utang + Saldo Dana.
(d) Dana Peragenan: Aktiva = Utang.
Secara berurutan siklus akuntansi pemerintahan (dana) sebagai berikut :
1. Mencatat anggaran dalam catatan akuntansi
- 2. Mencatat transaksi yang terjadi periode tertentu
3. Membuat jurnal penutup
4. Menyiapkan laporan keuangan yang meliputi:
(a) Neraca
(b) Laporan pendapatan, belanja dan perubahan saldo
dana
(¢) Laporan arus kas (hanya untuk dana kepemilikan
dan sejenisnya)
(d) Laporan perbandingan antara anggaran dan

realisasinya (untuk jenis dana pemerintahan tertentu)



Contoh laporan-laporan keuangan:

Tabel I : Neraca

Pemerintah Kota “A”
Dana Umum
Neraca
31 Desember 2000

Aktiva
Kas Rp xxxx
Piutang pajak properti-kadaluarsa Rp xxx
Cadangan pajak properti tidak tertagih XXX XXXX
Piutang bunga dan denda - XXXX
Supplies di tangan XXXX
Rpxxxx
Utang dan Saldo Dana
Utang voucher Rp xxxx
Utang ke dana pendapatan khusus XXXX
Utang ke dana pelunasan utang XXXX
Cadangan supplies di tangan XXXX
Cadangan encumbrance XXXX
Saldo dana tidak dicadangkan XXXX
Rp xxxx

Sumber: Baldric & Bonni, 1999: 120



Tabel 11: Laporan Pendapatan, Belanja, dan Perubahan Saldo Dana

Pemerintah Kota “A” |

Dana Umum
Laporan Pendapatan, Belanja, dan Perubahan Saldo Dana
Untuk Tahun yang Berakir 31 Desember 2000

Pendapatan
Pajak properti Rp xxxx
Investasi XXXX
Bunga dan denda XXXX
Pajak penghasilan XXXX
Penjualan aktiva tetap umum XXXX
Rp xxxx
Belanja
Gaji Rp xxxx
Supplies XXXX
Peralatan XXXX
“XXXX
Selisih lebih (kurang) antara pendapatan dan belanja Rp (xxxx)
Sumber (penggunaan) keuangan lain
Hasil penj. Obligasi XXXX
Transfer operasi kpd dana pendpt khusus ~ xxxx
Transfer operasi kpd dana pelunasan utang _xxxx
XXXX
Selisih lebih (kurang) pendpt dan sumber keuangan
Lain dengan belanja dan penggunaan lain Rp xxxx
Saldo dana di cadangkan (tidak dicadangkan) awal tahun XXXX
Rp Xxxx
Kenaikan cadangan supplies ditangan —XXXX
Saldo dana dicadangkan dan tidak dicadangkan akir tahun Rp xxxx

Sumber ; Baldric & Bonni,1999: 119



Tabel 111: Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja

Pemerintah Kota “A”
Dana Umum
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Tahun Anggaran 2000
Taksiran Pendapatan
Pajak Rp xxxx
Perijinan XXXX
Interpemerintah XXXX
Beban jasa XXXX
Denda dan penyitaan XXXX
Rp xxxx
Appropriasi
Pemerintah umum Rp xxxx
Keamanan rakyat XXXX
Jalan raya XXXX
Sanitasi dan kesehatan XXXX
Pendidikan dan kebudayaan SXXXX
Rp xxxx

Sumber : Baldric & Bonni, 1999:62

4, Prinsip-Prinsip Akuntansi Dana

19

Kesatuan akuntansi dana dibedakan menjadi kelompok dana dan

kelompok nondana (kelompok akun).

Kelompok dana terdiri atas

Kelompok Dana Pemerintahan, Kelompok Dana Kepemilikan, dan
Kelompok Dana Kepercayaan. Kelompok nondana (kelompok akun) terdiri
atas kelompok akun Aktiva Tetap Umum, dan kelompok akun Utang Jangka
Panjang Umum.

GASB telah mengeluarkan 12 prinsip akuntansi pemerintahan yang
dibagi dalam tujuh kelompok yaitu (1) Generally Accepted Accounting
Principles (GAAP) dan aturan hukum, (2) akuntansi dana, (3) aktiva tetap

dan utang jangka panjang, (4) basis akuntansi, (5) Anggaran dan akuntansi
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anggaran, (6) klasifikasi dan istilah, (7) laporan  keuangan
(Baldric&Bonni,1999:23). Ketujuh kelompok prinsip ini dirinci menjadi 12

prinsip akuntansi pemerintahan, antara lain :

1) Akuntansi dan pelaporan
Sistem akuntansi pemerintahan harus memungkinkan (a) laporan
keuangan disajtkan secara wajar dan dengan pengungkapan penuh
tentang posisi keuangan dan hasil operasi dana dan kelompok akun unit
pemerintahan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum, dan
(b) dapat menentukan dan menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan
hukum dan kontraktual.
2) Sistem akuntansi dana
Sistem akuntansi pemerintahan harus diorganisasikan dan dioperasikan
atas dasar dana. Dana didefimsikan sebagai kesatuan fiskal dan
akuntansi dengan seperangkat akun yang berimbang dengan sendirinya
untuk mencétat kas dan sumber keuangan lain bersama-sama dengan
utang vang terkait dan saldo dana atau modal yang masih tersisa sesuai
dengan peraturan, restriksi, dan batasannya.
3) Jenis-jenis dana
] enis-ienis dana yang harus digunakan oleh suatu unit pemerintahan

vaitu:
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A. Dana Pemerintahan

(a) Dana Umum (general fund) yaitu dana untuk
mempertanggungjawabkan sumber-sumber yang tidak
dipertanggungjawabkan dalam dana lain.

(b) Dana Pendapatan Khusus (special revenue fund) yaitu dana
untuk mempertanggungiawabkan penerimaan sumber-
sumber tertentu (selain yang dipertanggungjawabkan
dalam dana trust belanja dan proyek modal) vang
ditujulkkan untuk aktivitas tertentu.

(c) Dana Proyek Modal (capital project fund) yaitu dana untuk
mempertanggungjawabkan penerimaan sumber-sumber
tertentu vang digunakan untuk tujuan pemerolehan atau
pembangunan fasilitas modal (selain vang

dipertanggungjawabkan oleh dana kepemilikan dan dana
trust).

(d) Dana Pelunasan Utang (debt service fund) vaitu dana untuk
mempertanggungjawabkan  pengakumulasian  sumber-
sumber untuk membayar pokok dan bunga utang jangka

. panjang umum.
B. Dana Kepemilikan

(a) Dana Perusahaan (enterprise fund) vaitu dana untuk

mempertanggungjawabkan aktivitas bisnis (komersial)

yang dilakukan oleh pemerintah.
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(b) Dana Layanan Internal (internal service fund) yaitu dana
untuk mempertanggungjawabkan barang dan jasa vang
disediakan oleh suatu unit pemernntah kepada unit
pemerintah itu sendiri atau unit pemerintah lain.

C. Dana Kepercayaan

(a) Dana  Trust  (trust  fund)  yaitu dan  untuk
mempertanggungjawabkan aktiva milik pihak lain yang
dikelola pemerintah sebagai pihak yang dipercaya. Dana
int meliputi Dana Trust Belanja, Dana Trust Nonbelanja,
dan Dana Trust Pensiun.

(b) Dana Peragenan (agency fund) vyaitu dana untuk
mempertanggungjawabkan aktiva milik pihak lain yang
dikelola oleh pemerintah yang bertindak sebagai agent.

~ 4) Jumlah dana
Unit-unit pemerintahan harus menetapkan dan memelihara dana-dana
vang dibutuhkan sesuai dengan aturan hukum dan administrasi. Dana
vang tidak‘. diperlukan dapat menunjukkan ketidakfleksibelan, terlalu
kompleks, dan administrast keuangan vang tidak efisien.

S) Akuntansi aktiva tetap dan utang jangka panjang umum
Pembedaan”yang jelas harus dilakukan antara (a) aktiva tetap dan utang
jangka panjang umum, dan (b) aktiva tetap dan utang jangka panjang

dana:
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a) Aktiva tetap dana kepercayaan tertentu atau dana trust harus
dipertanggungjawabkan melalui dana tersebut. Semua aktiva tetap
lain darl suatu unit pemerintah harus dipertanggungjawabkan
melalui Kelompok Akun Aktiva Tetap Umum.

b) Utang‘ jangka panjang dana kepercayaan tertentu atau dana trust
harus dipertanggungjawabkan melalui dana tersebut. Semua utang
jangka panjang lain dari suatu unit pemerintah harus
dipertanggungjawabkan melalui Kelompok Akun utang Jangka
Panjang Umum.

6) Penilaian aktiva tetap
Aktiva tetap harus dinilai berdasarkan kos, atau jika kos tidak dapat
ditentukan, penilaian aktiva tetap berdasarkan taksiran kos. Aktiva tetap
donasi harus dicatat sebesar taksiran harga pasar pada saat diterima.

7) Depresiasi aktiva tetap

a) Depresiasi aktiva tetap umum tidak harus dicatat dalam akun dana
pemerintahan. Depresiasi aktiva tetap umum dapat dicatat untuk
tujuan analisis biaya; dan akumulasi depresiasi dapat dicatat dalam
Kelmﬁpok Akun Aktiva Tetap Umum.

b) Depresiasi aktiva tetap dana tertentu yamg dipertanggungjawabkan
dalam dana kepercayaan harus dicatat dalam dana tersebut.
Depresiasi juga dicatat dalam dana kepercayaan dimana biaya,

laba, dan atau mempertahankan modal diukur.
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8) Basis akrual dalam akuntansi pemerintahan
Dasar akuntansi digunakan dalam akuntansi dana untuk mengukur posisi
keuangan dan hasil operasi :

a) Dana pemerintahan. Pendapatan dan belanja harus diakui dengan
basis akrual modifikasian. Pendapatan diakui pada periode
akuntansi dimana pendapatan terukur dan tersedia. Belanja harus
diakui dalam periode akuntansi dimana utang terjadi, kecuali utang
jangka panjang dan bunga yang belum jatuh tempo harus diakui
pada saat jatuh tempo.

b) Dana kepemilikan. Pendapatan dan biaya harus diakui dengan
basis akrual. Pendapatan diakui pada periode dimana terhimpun
(earned). Biaya harus diakui pada periode dimana terjadi
(digunakan untuk memperoleh pendapatan).

¢) Dana kepercayaan. Pendapataan dan biaya atau belanja diakui
dengan basis sesuai dengan tujuan pengukuran akuntansinya.
Dana ‘Trust Nonbelanja dan Dana Pensiun menggunakan basis
akrual. Aktiva dan utang Dana Peragenan diakui dengan basis
akrual modifikasian.

d) Transfer harus diakui pada periode akuntansi dimana utang
piutang antardana timbul.

9) Penganggaran, pengendalian melalui anggaran, dan pelaporan
anggaran

a) Setiap unit pemerintah harus menggunakan anggaran tahunan



b) Sistem akuntansi harus menyediakan dasar untuk pengendalian
melalul anggaran

c) Perbandingan anggaran harus dilakukan dalam laporan keuangan
dana. pemerintahan yang telah menggunakan anggaran tahunan

10). Klasifikasi akun transfer, pendapatan, belanja dan biaya

a) Transfer antardana dan hasil dari emisi utang jangka panjang
umum harus diklasifikasikan secara terpisah dari pendapatan dan
belanja atau biaya dana

b) Pendapatan dana pemerintahan harus diklasifikasikan berdasarkan
dana, fungsi (program), unit organisasi, aktivitas, karakter, dan
objek

c) Pendépatan dan biaya dana kepemilikan harus diklasifikasikan

sedemikian rupa seperti dalam organisasi bisnis

11). Istilah dan klasifikasi umum
Istilah dan klasifikasi umum harus digunakan secara konsisten melalui
anggaran, akun, dan laporan keuangan setiap dana.
12). Laporan keuangan interim dan tahunan
a) Laporan keuangan interim yang meliputi laporan posisi keuangan,
hasil usaha, serta informasi lainnya harus disusun untuk tujuan
pengendalian manajemen, pengawasan badan legislatif, dan bila
perlu untuk tujuan pelaporan eksternal |
b) Laporan Keuangan Tahunan Komprehensif (Comprehensive

Annual Financial Report atau CAFR) yaitu laporan keuangan



semua jenis dana yang berada dalam suatu unit pemerintah.
Termasuk bagian pendahuluan yang memberikan gambaran
laporan keuangan semua dana, catatan laporan keuangan, serta
informasi tambahan lainnya

c) Laporan Keuangan Tujuan Umum ( General Purpose IFinancial
Statement atau GPFS) yaitu laporan keuangan seluruh dana yang
sejenis  dikonsolidasikan terpisah dari laporan keuangan
komprehensif

d) Laporan Keuangan Unit Komponen (Component Unit IFinancial
Report atau CUFR) yaitu laporan keuangan setiap dana tanpa

dikonsolidasikan dalam suatu laporan keuangan dana yang sejenis

5. Peranan Anggaran
Dalam organisasi pemerintahan yang menggunakan akuntansi dana,
anggaran merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari siklus
akuntansi.  Penganggaran adalah proses alokasi sumber-sumber yang
terbatas kepada aktivitas yang tidak terbatas. Sedangkan anggaran adalah
jufnlah rupiah yang direncanakan untuk aktivitas yang dilakukan pada
periode waktu tertentu (Baldric & Bonni, 1999:38). Dalam sektor
pemerintahan, anggaran memainkan peranan penting dalam perencanaan,
pengendalian dan evaluasi hasil operasi sebagaimana yang ditetapkan oleh

GASB.
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Anggaran yang merupakan suatu rencana yang terperinci mengenai
perolehan dan penggunaan keuangan merupakan suatu kesatuan yang terdiri
dari anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Anggaran ‘pendapatan
berisi sumber keuangan yang akan diterima sedangkan anggaran belanja
merupakan batas yang bisa dibelanjakan oleh pemerintah.  Karena
merupakan alat pengendali penting dan merupakan bagian integral dari
sistem akuntansi, dilakukan pencatatan anggaran dalam akuntansi dana
pemerintahan.  Akun dan realisasinya dicantumkan dalam laporan
keuangan.

Ada dua jenis anggaran yaitu (1) anggaran tetap (fixed budget) vang
merupakan anggaran dimana pengeluaran (biaya) ditetapkan batasan
absolutnya tanpa melihat tingkat operasi dan (2) anggaran fleksibel (
fleksible budget) dimana tingkat pengeluaran (biaya) vang dianggarkan
dihubungkan dengan tingkat operaéi_ vang dilakukan. Dana yang bersifat
belanja biasanya menggunakan anggaran tetap sebaliknya dana yang bersifat
nonbelanja biasanya menggunakan anggaran fleksibel.  Penyusunan
anggaran seringkali tanpa memperhatikan prinsip akuntansi melainkan
mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Anggaran seringkah

juga didasarkan pada penerimaan dan pengeluaran kas (basis kas).
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C. Keuangan Daerah
1. Pengertian
Faktor keuangan merupakan tulang punggung terselenggaranya akfiﬁtas
pemerintahan daerah. Keuangan dalam arti keseluruhan merupakan harta
benda yang menjadi kekayaan daerah (Wajong,1993:1). Keuangan
merupakan masalah yang berkisar sekitar proses pendapatan dan
pembelanjaan pemerintahan,
Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, daerah membutuhkan
dana atau uang. Uang adalah (Wajong, 1993:9) :
A. Alat untuk mengukur barang dan harga jasa
B. Alat untuk menukar barang dan jasa
C. Alat penabung
‘Sebagai alat pengukur, penukar dan penabung, uang menduduki posisi
yang penting dalam penyelenggaraan rumah tangga daerah. Keadaan
keuangan daerah akan menentukan corak, bentuk dan kemungkinan-
kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.
Daerah sebagai badan hukum publik, yang atas dasar pemberian hak
otonomi, mempunyai kebebasan memelihara dan memajukan kepentingan

daerah dengan keuangan sendiri.

2. Sumber Keuangan Pemerintah Daerah
Sumber keuangan organisasi pemerintahan berbeda dengan organisasi

komersial, sehingga pertanggungjawabannya juga berbeda. Sumber



keuangan organisast pemerintahan umum biasanya berasal dart pajak,
pengeluaran obligasi, subsidi, donasi, serta bantuan, pinjaman, dan transfer
antar unit pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun
1999, penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dibiayai dari dan atas beban
anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sumber pendapatan daerah terdini
atas :

A. Pendapatan asli daerah, yaitu :

1} Hasil pajak daerah

2) Hasil retribust daerah

3) Hasil perusehaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan

4) Lain—‘.éin pendapatan daerah yang sah
B. Dana perimbangan :

1) Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan, Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, dan penerimaan dari
sumber daya alam.

2) Dana alokasi umum

3} Dana alokast khusus
C. Pinj amam daerah
D. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Melihat sumber-sumber penerimaan daerah tersebut, patutlah dibuat

suatu sistem informast kevangan daerah yang merupakan data terbuka untuk

diketahui masyarakat. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas,
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nyata dan bertanggungiawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan
menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara ﬁropinsi dan
- kahupaten yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintah daerah

(Yenni, 2000).

3. Pengelolaan 'Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah terbagi antara beberapa

satuan yang terpisah :

1) Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda) bertanggungjawab pada
kepala daerah dalam hal menyiapkan anggaran tahunan, menyetujui
dan mengendalikan pengeluaran, membuat catatan keuangan dan
membukukan. Semua tugas ini dijalankan dalam lingkungan
sekretariat oleh biro/bagian keuangan.

2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bertugas
menyusun kebijaksanaan dan program dalam kaitan dengan
anggaran pembangunan tahunan dan menyiapkan rencana
pembangunan lima tahun daerah.

3) Bagian Pembangunan bertugas sebagai koordinator proyek-proyek
yang diblayai dari anggaran pembangunan daerah dan
bertanggungjawab memantau pelaksanaan proyek-proyek tersebut
dari segi fisik dan keuangan.

4) Dinas Pendapatan Daerah bertanggungjawab langsung pada

kepalah daerah dan bertugas memungut berbagai pajak. retribusi



daerah, bilaya surat ijin dan kutipan lain-lain. Dinas pendapatan
daerah juga bertugas sebagai koordinator kegiatan memantau dan
melaporkan semua penerimaan.

5) Bank --Pembangunan Daerah (BPD); menerima, mengawasi dan
mengeluarkan uang dan menerbitkan cek atas nama pemerintah
daerah.

6) Masing-masing  pemerintah  daerah  memiliki  inspektorat
(Inspektorat Wilayah Daerah). tugasnya mencakup memerksa
keuéngan daerah.

Tujuan utama pengelolaan keuangan daerah adalah (Maris, 1989:279):

1) Ketanggungjawaban {accountabilitv). Pemerintah daerah harus
mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga
atau orang vang berkepentingan yang sah. Unsur-unsur penting
tanggungjawab mencakup keabsahan dan pengawasan.

2) Mampu Memenuhi Kewajiban Keuangan : Keuangan daerah harus
ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan
keuangan, jangka pendek dan jangka panjang (termasuk pinjaman
jangka panjang).

3) Kejujuran : Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang
jujur dan kesempatan untuk berbuat curang diperkecil.

4) Hasil Guna (effectiveness) dan Daya Guna (efficiency) Kegiatan
Daerah: Tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian

rupa schingga memungkinkan program dapat direncanakan dan
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dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemernntah daerah dengan
biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.

5) Pengendalian : Petugas keuangan pemerintah daefah, dewan
perwakilan rakyat daerah, dan petugas pengawas harus melakukan

pengendalian agar semua tujuan diatas tercapat.
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BAB Il

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan yaitu
dengan mengumpulkan data dilokasi yang akan diteliti dan didukung

dengan penelitian kepustakaan.

B. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek penelitian yaitu :
a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
b) Sub Dinas Pendapatan Daerah
c¢) Bagtan Keuangan Daerah
d) Bagian Pembangunan Daerah
e) Biro Pusat Statistik
) Pihak-pihak lain vang terkait dalam pengelolaan keuangan daerah
2. Objek penelitian yaitu :
a) Data-data mengenai sumber pendapatan maupun pengeluaran
daerah
b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
¢) Program-program pembangunan pemerintah daerah untuk periode

tertentu

..
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C. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belu yang
berlokasi di Atambua-Nusa Tenggara Timur.
2.  Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai bulan Mei 2001.

D. Data yang dicari
Data yang dicari dalam penelitian ini yaitu data-data mengenai sumber-
sumber penerimaan dan pengeluaran daerah, usulan-usulan proyek dan

realisasi fisik maupun keuangan proyek-proyek

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

1. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung
dengan  pihak-pihak  yang  terkait  mengenai proses
akuntansi/pembukuan  dan  mekanisme pengelolaan  dana

- pembangunan daerah.

2. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung
terhadap objek yang diteliti terutama kegiatan pembukuan.

3. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen
yang berhubungan dengan objek yang diteliti yaitu mengenai
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penerimaan Daerah,

Usulan-Usulan dan Realisasi Fisik maupun Keuangan Proyek.
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F. Teknik Analisis Data
Untuk menjawab permasahan yang ada, data-data yang diperoleh, dianalisis
dengan langkah-langkah berikut :

1. Mendeskripsikan data-data yang ada pada literatur-literatur

~ terutama mengenai sistem akuntansi dana yang diformulasikan oleh
Governmental Accounting Standard Board (GASB).

2. Mengidentifikasi kondisi pemerintah daerah Kabupaten Belu yang
menjadi objek penelitian, berkaitan dengan pengelolaan keuangan
daerah.

3. Mengidentiﬁkasi apakah kondisi pemerintah daerah Kabupaten
Belu secara teoritis memenuhi syarat untuk diterapkan akuntansi
dana dalam pengelolaan keuangan daerah. Adapun syarat-syarat

. secara -teoritis yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah
Kabupaten Belu dalam menerapkan akuntansi dana yang ideal
meliputi 12 prinsip akuntansi yang diformulasikan oleh GASB
yaitu :

1) Akuntansi dan pelaporan

2) Sistem akuntansi dana

3) Jenis-jenis dana

4) Jumlah dana

5) Akuntansi aktiva tetap dan utang jangka panj ang umum
6) ‘Penilaian aktiva tetap

7) Depresiasi aktiva tetap
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8) Basis akrual dalam akuntansi pemerintahan
9) Penganggaran, pengenaalian melalui anggaran dén
pelaporan anggaran

10) Klasifikasi akun transfer, pendapatan, belanja dan biaya

11) TIstilah dan klasifikasi umum

12) Laporan keuangan interim dan tahunan

4. Membandingkan data-data yang diperoleh dengan konsep-konsep

teoritis, sehingga dapat disimpulkan apakah akuntansi dana
memungkinkan untuk diterapkan dalam pengelolaan keuangan

daerah oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu.



BAB 1V

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH

A. Keadaan Geografi

Kabupaten Belu, salah satu dan tiga belas Kabupaten/kotamadya di
Propinsi Nusa Tenggara Timur, terletak pada koordinat 124 — 126 derajat
lintang selatan. Sebelah utara berbatasan dengan selat Ombai, sebelah selatan
berbatasan dengan Laut Timor, sebelah timur berbatasan dengan bekas
propinsi Timor Timur dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Timor
Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan.

Luas wilayah Kabupaten Belu 244,57 Km persegi, keseluruhannya
berupa daratan. Kabupaten Belu terbagi dalam delapan Kecamatan Induk dan
empat Kecamatan Pembantu. Kecamatan Tasifeto Barat merupakan
kecamatan terluas, sedangkan Kecamatan Kota Atambua sebagai ibukota
kabupaten mempunyai luas paling kecil.

Daerah Kabupaten Belu beriklim tropis, umumnya berubah-ubah tiap
setengah tahun berganti dari musim kemarau dan musim penghujan. Letak
geografis yang lebih dekat dengan Australia dibanding Asia, membuat

Kabupaten Belu memiliki curah hujan vang rendah.
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B. Keadaan Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Belu pada tahun 2000 berjumlah 277.137

jiwa dengan luas wilayah 244557 Km persegi. Dengan demikian tingkat
kepadatan penduduk tahun 2000 rata-rata 113,32 jiwa / Km persegi. Dart
jumlah 277.137 ini 138.391 adalah laki-laki sedangkan perempuan berjumlah
138.746. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belu dari tahun ke tahun
sedikit banvak mengalami peningkatan. ] umlah penduduk dari tahun 1995 -
1999 seperti te:;dapat pada tabel dibawah int.

Tabel IV. Keadaan Penduduk Kabupaten Belu

% Tahun E Jumiah | }
‘E 1995 233.522 jiwa

{'@?96' ' 240654 jiwa |

{

| 1997 %243.236 jiwa i
} 1998 246.251 jiwa

} 1999 252750 jiwa

|

i

|
Sumber: Biro Pusat Statistik Kab. Belu

C. Pemerintahan

~ delapan kecamatan induk yaitu :
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1.Kecamatan Malaka Barat

2.Kecamatan Malaka Timur

3 Kecamatan Malaka Tengah

4 Kecamatan Kobalima

5.Kecamatan Lamaknen

6.Kecamatén Tasifeto Timur

7.Kecamatan Tasifeto Barat

8 Kecamatan Kota Atambua

dan empat kecamatan pembantu yaitu :

1.Kecamatan Pembantu Malaka Barat

2.Kecamatan Pembantu Malaka Tengah

3.Kecamatan Pembantu Tasifeto Timur

4 Kecamatan Pembantu Tasifeto Barat
Tiap kecamatan induk dikepalai oleh oleh seorang camat sedangkan

kecamatan pembantu dikepalai oleh camat pembantu.

D. Sosial
1. Pendidikan
Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknva.  Semakin maju
pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi berbagai

bidang kehidupan. Demikian pentingnya peran pendidikan membuat
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bidang pendidikan menjadi perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.

Secara umum perkembangan pendidikan di Kabupaten Belﬁ mengalami

kemajuan. Tahun1999/2000 banvaknva sekolah, guru, dan murid di

Kabupaten Belu sebagai berikut :

1. Taman Kanak-Kanak : terdapat 17 buah sekolah dengan murid 774
orang daﬁ 63 orang guru.

2. Sekolah Dasar (SD) : terdapat 282 buah sekolah dengan jumlah murid
45.557 orang dan 1.611 orang guru.

3. Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) Umum : terdapat 32 buah
sekolah dengan jumlah murid 7.342 orang dan jumlah guru 401 orang.

4. Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Umum : terdapat 8 buah
sekolah dengan jumlah murid 4.043 orang dan jumiah guru 180 orang,

5. Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Kejuruan : terdapat 4 buah
sekolah vang terdiri atas 1 Sekolah Teknik Menengah (STM) dengan
jumlah murid 274 orang dan jumlah guru 29 orang, 1 Sekolah
Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) dengan jumlah murid 163
dan jumlah guru 15 orang dan 2 Sekolah Menengah Ekonomi Atas
(SMEA) vang terdiri atas 1.082 orang murid dan 64 orang guru.

2. Kesehatan
Pembangunan bidang keschatan bertjuan agar semua lapisan
masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata

dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan dapat tercapai derajat
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kesehatan masyarakat yang baik, yang akimya semua warga masyarakat
memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif. Oleh karena itu di
Kabupaten Belu pelayanan kesehatan dilaksanakan secara terpadu dan
menyeluruh dengan dibangunnya Puskesmas-Puskesmas maupun Rumah
Sakit di setiap kecamatan maupun di desa-desa serta penempatan atau
penyediaan tenaga-tenaga medis.
3. Agama dan Sosial Lainnya

Mayoritas penduduk Kabupaten Belu beragama Katolik selain terdapat
juga agama-agama lain yaitu Islam, Kristen Protestan, Hindu, dan Budha.
Kerukunan antar agama diupayakan untuk senantiasa tercipta. Di
Kabupaten Belu juga terdapat sejumlah fakir miskin, penyandang cacat,
manusia lanjut usia (jompo), dan lain-lain.  Selain 1tu terdapat juga

beberapa kejadian alam yang sering terjadi seperti banjir dan lain-lain.

E. Sumber Daya Alam
Sebagian besar masyarakat Kabupaten Belu bermata pencaharian petani.
Tanaman pangan meliputi tanaman bahan makanan terutama padi dan jagung,
sayur-sayuran, buah-buahan maupun ubi-ubian dan kacang-kacangan. Tanaman
pangan perkebunan merupakan tanaman perdagangan vang cukup potensial vaitu
kelapa, kopi, dan kemiri.
Pembangunan sub sektor peternakan untuk meningkatkan populasi dan

produksi ternak beserta hasilnya dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat,
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disamping meningkatkan pendapatan petemak. Gambaran umum mengenai
populasi ternak di Kabupaten Belu vaitu bahwa penduduk di KaBupaten Belu
lebih banyak memelihara sapi ataupun kerbau, walaupun terdapat hewan-hewan
peliharaan lain seperti babi, anjing, ayam dan jenis unggas yang lain. Populasi

ternak ini selain ‘dipelihara oleh penduduk, juga hidup secara liar di hutan.

Keadaan Keuangan Daerah

Dalam perencanaan anggaran dan belanja negara pemerintah menganut
prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Jumlah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belu tahun Anggaran 2000 sebesar Rp.
45.367.180.750.00 terdiri dari :

A. PENDAPATAN

e Pendapatan...........................................Rp. 45.367.180.750,00
B. BELANJA

e Rutin.....................Rp. 32.678.215.750,00

¢ Pembangunan...........Rp. 12.688.965.000,00

Rp. 45.367.180.750,00
Dilihat dari segi penerimaan, kondisi keuangan daerah tingkat 11 Belu
menunjukkan masih rendahnya kemampuan Pendapatan Asti Daerah datam
menopang penerimaan daerah.  Penerimaan Asli Daerah berjumlah Rp.
1.872.859.000,00 sedangkan penerimaan yang berasal dari pemberian pemerintah

dan atau instansi yang lebih tinggi berjumlah Rp. 43.494.321.750,00. Sumber
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penerimaan yang terbesar dari subsidi daerah otonom yaitu sebesar Rp.
29.267.174.000,00.

Dilihat dari segi belanja, pada sist pengeluaran rutin, pengeluaran terbesar
adalah pada pos belamja pegawai vaitu sebesar Rp. 30.013.817.550,00. Pada sisi
‘pengeluaran pembangunan pos pengeluaran terbesar terdapat pada pengeluaran

sector transportasi yaitu sebesar Rp. 3.945.000.000.00.



BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian ini penulis lakukan di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten
Belu vang berlokasi di Atambua - Propinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian
dilakukan untuk mengetahui kemungkinan diterapkannya akuntansi dana
dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah. Data utama
yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah data yang berasal dari bagian
keuangan, bagian pembangunan, dinas pendapatan daerah dan data dar badan
perencanaan pembangunan daerah. Data tersebut berupa data-data mengenai
sumber penerimaan maupun pengeluaran daerah, program-program dan
proyek-proyek vang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang berhubungan
dengan sumber dan jenis dana yang ada. Secara teoritis dalam akuntansi
dana, sistem akuntansi pemerintahan harus diorganisasikan dan dioperasikan
atas dasar dana. Dana dibentuk untuk mengendalikan sumber keuangan yang
terbatas dan tertentu untuk menjamin dan menentukan kesesuaiannya dengan
batasan hukum dan administrast.

Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data mengenai sumber-
sumber penerimaan daerah (tabel.V), usulan-usulan proyek yang merupakan
prioritas dan menurut sumber dana (tabel. VI dan V1), maupun realisast fisik
keuangan proyek-proyek (tabel. VIII), dan data mengenai keuangan

pemerintah daerah seperti yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan
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Belanja Daerah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data-data pada

tahun anggaran 2000,

Tabel V: Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran

2000

11. Retribusi temnpat ¥ekreasi dan olahraga

No. Keterangan Jumlah W
L. PENERIMAAN ASLI DAERAH |
A. PAJAK-PAJAK
1. Pajak hotel dan restoran Rp 52.770.000,-
2. Pajak hiburan 3.270.000,-
3. Pajak reklame 7.100.000,-
4. Pajak penerangan jalan 46.000.000,-
5. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan
golongan C 464.000.000,
Jumlah : Rp573.140.000,-
B. RETRIBUSI DAERAH
1. Retribusi pelayanan kesehatan Rp421.724.000,-
2. Retribusi pelayanan persampahan 11.770.000,-
3. Penggantian biaya cetak KTP dan akte
catatan sipil 125.356.000,-
4. Pelayanan pemakamam dan penguburan
mayat 15.000.000,-
5. Retribusi parkir 10.000.000,-
6. Retribusi pasar 110.000.000,-
7. Retribusi air bersih 7.200.000,-
8. Retribusi pgmakaian kekayaan 125.441.000,-
i 9. Retribusi terminal bus 162.000.000,-
10. Retribusi rumeh potong hewan 75.000.000,-
1.500.000,-
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12. Retribusi penj. Produksi usaha daerah 30.225.000,-
13. Retribusi 1jin mendirikan bangunan 6.000.000,-
14. Retribusi ijin trayek 3.300.000,-
15. Retribusi ijin pengambilan hasil hutan

ikutan 25.000.000,-
JUMLAH : 1.116.016.000,-
C. LABA USAHA DAERAH o
1. Penerimaan daerah Belu Bakti Rp 50.000.000,-
Jumliah : Rp 50.000.000,-
D. PENERIMAAN LAIN-LAIN
1. Jasagiro Rp 45.000.000,-
2. Sumbangan pihak ketiga 25.000.000,-
3. Penerim. Ganti rugi atas kekayaan daerah

(TP/TGR) 28.121.000,-
4. Denda keterlambatan pelak. pek. Daerah 20.000.000.-
5. Angsuran cicilan kend. Bermotor 5.582.000,-
6. Pendapatan lain-lain 10.000.000, -
Jumiah : 133.703.000,-
JUMLAH A -D (PAD) 1.872.859.000,-

IL |

PENERIMAAN BAGI HASIL BUKAN
PAJAK.

A.
1.

BAGI HASIL PAJAK

Pajak bumi dan bangunan

Jumlah :

2.503.335.000,-
2.503.335.000,-
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| B. BAGI HASIL BUKAN PAJAK
1. luran hasil hutan Rp 50.000.000,-
2. Pemberian hak atas tanah 3.750.000,-
Bagi hasil penj. Cendana 63.500.000,-
Jumlah : 117.250.000,-
JUMLAH A-B 2.620.585.750,-
| TOTAL 4.493.444.750,-
B * |

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Belu

Selanjutnya data-data mengenai usulan-usulan proyek maupun realisasi

fisik keuangan sebagaimana terdapat dalam tabel-tabel berikut, menunjukan

rencana penggunaan dana-dana yang ada maupun realisasi penggunaan dana-

dana yang ada pada pemerintah daerah Kabupaten Belu terutama untuk

membiayai proyek-proyek yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terutama dalam lampiran

belanja pembangunan (lampiran 3) terlihat program-program pemerintah

daerah yang dibiayai dari dana-dana yang ada.

Masing-masing program

maupun proyek-proyek yang ada dibiayai oleh sumber-sumber dana yang ada

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak-pthak yang berkepentingan.
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Tabel VI. Prioritas Pemanfaatan Dana Pembangunan Kabupaten/Kota

Tahun Anggaran 2000/2001 Kabupaten Belu

Tahun Anggaran 2000/2001 Kabupaten Belu

No. Uraian Proyek ﬁ‘ Jumlah Dana j‘
\ |
DANA UMUM O j‘
1. Dana Umum 103,115,332 l
DANA KHUSUS |
2. Perhubungan & Penanganan Jalan 15,318,580 I
3. Perbaikan Perumahan & Pemukiman 10,615,000 |
4, Penyehatan Lingkungan Pemukiman 2,050,000
5. Revitalisasi Pasar Kecamatan 1,400,000
6. Sistem Kewaspadaan Pangan & Gisi 260,000 |
7. Pembangunan Revitalisasi SD/MI 6,985,000
2. Pembangunan Rehabilitasi Panti & Sarana |
Sosial | 183500
{9 Penyuluhan Pertanian Lapangan PPL 450,000
10. Pemberdayaan Penangkar Benih Bibit Pertanian 100,000 |
11 Pengembangan Industri Kecil 140,000 i
12. Penghijauan 2,305,000
13. Pengendalian Dampak Lingkungan 185,000
14. Pembinaan Kecamatan 120,000
15. Program Pengembangan Wilayah 3,500,000
16. Perencanaan Pemantauan & Pengawasan
, Pembangunan Kabupaten/Kota 1,300,000
17. Penyediaan & Pengelolaan Air Bersih 3,399,000
Jumlah Dana Khusus I 48,311,080
Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Belu
Tabel VII. Rekapitulasi  Usulan Proyek Menurut  Sumber Dana

k No. 1\ Sumber Dana 1 Jumlah Proyek { Jumlah Biaya |
| i

1. [APBDII 67 T 17,856,800

2, APBD ] 36 | 5,156,970
3. | APBN 415 123,912,642
(4. BLN 5 { 4,500,000
(5. | SWASTA 0 ; 0
L EUMLAH 523 ( 151,426,412

L

“Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Belu
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Tabel VIIL Rekapitulasi Fisik Keuangan Proyek-Proyek Tahun Anggaran
2000 Kabupaten Belu

No. ! Keterangan Dana (Rp) | Fisik | Keuangan }
L Dana Umum 4.584.047.000 ) 100,00 | 99,08 }
2. Dana Khusus 17.802.515.000 | 100,00 | 99,99 |
3. Dana Jaring Pengaman “
Sosial 6.770.665.000 | 99,16 98,33 |

4, |Dana  Pembangunan | |
| Propinsi | 1.455.408.000 [96.13 95,07 |

5. | APBD Kabupaten 1 992.168.000 19747 19620 [
6. | Dana Khusus | o |
Pembangunan | '
Desa/Kelurahan ' 1.602.050.000 | 100,00 ! 100,00 f

7. Dana Bantuan Luar | }
Negeri 44.616.918.000 | 81,45 79,45 [
JUMLAH 77.823.771.000 | 96,17 ‘L 95,57 #

Sumber: Bagian Pembangunan Kab. Belu

Pembahasan dan Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan yang ada seperti yang diungkapkan
dalam bab I yaitu apakah akuntansi dana memungkinkan untuk diterapkan
dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah maka berikut
dilakukan analisis data dan pembahasan yang diperoleh dan hasil penelitian.
Analisis data dan pembahasan ini dilakukan dengan menggambarkan kondisi
vang ada pada pemerintah daerah Kabupaten Belu sebagai objek penelitian.
Kemudian kondisi pemerintah daerah dibandingkan dengan teori-teori vang
ada dalam literatur yang digunakan.

Pemerintah daerah mencatat semua transaksi keuangan tentang
penerimaan dan pembayaran tunai. Dasar pembukuannva bersifat tidak

berpasangan (single-entry). Catatan keuangan terpisah, tanpa kaitan antara
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uang tunai, harta dan utang. Sistem pembukuan yang digunakan adalah
sistem pembukuan yang berdasarkan atas dasar kas/ pembukuan vang bersifat
tunai. Pembukuan dipusatkan dibagian keuangan yang menyimﬁam berkas-
berkas penerimaan dan pembayaran. Buku-buku yang digunakan antara lain:
buku kas umum berbentuk skontro dimana sisi debit digunakan untuk
mencatat penerimaan dan sisi kredit digunakan untuk mencatat pengeluaran,
buku kepala/buku pembantu untuk setiap jenis mata anggaran dan buku bank
yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan melalui
rekening kas di bank. Buku kas dipegang oleh bendaharawan pemerintah
daerah. Catatan penerimaan dikerjakan dan disimpan oleh Dinas Pendapatan

Daerah dalam hal penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya. Prosedur

pembukuan yang ada di Kabupaten Belu secara umum antara lain sebagai

berikut:

1) Bendaharawan rutin/proyek mengajukan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) ke bagian keuangan, diagenda dan diteruskan ke sub bagian
perbendaharaan, diteliti lalu diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang
(SPMU).

2) Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) diterima oleh bendahara dan
ditukar dengan cek di Pemegang Kas Daerah (PKD).

3) Cek ditukar dengan uang di PT. Bank NTT cabang Atambua.

4) Bendahara belanja dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dimasukan

kembali ke bagian keuangan setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
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5) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) diagenda dan diteruskan ke sub bagian
verifikasi untuk disahkan dan sampai akhir tahun anggaran dibuatkan
perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)‘.

6) Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang asli oleh Pemegang Kas
Daerah (PKD) dimasukkan dalam Buku Kas Umum/BKU (Model Bend.
IX) dan dikirim ke sub bagian pembukuan.

7) Setiap Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang asli diteliti dan
dibukukan dalam buku besar (Model B.V) sesuai pasal yang dikuasakan
kepada bendahara.

8) Surat Pertanggungjawaban yang telah diteliti dan disahkan, dimasukan
dalan format Model Bend. 5 untuk rutin dan Model Bend. 6 untuk proyek.

9) Kemudian B.1IV dan B. V dan pembukuan dibandingkan dengan Bend. 5
dan Bend.6 dari verifikasi untuk mendapat sisa Uang Untuk Di
Pertanggungjawabkan (UUDP).

Penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dibiayai dar dan atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Semua penerimaan dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dicatat dan dikelola’
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dapat dikatakan bahwa
yang menjadi objek pembukuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
Kabupaten Belu adalah mengenai penerimaan maupun pembayaran yang
bersifat tunai dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah
secara nasional menganut prinsip anggaran berimbang dan dinamis dalam

merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanjanya. Anggaran Pendapatan
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dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belu tahun anggaran 2000 ditetapkan
dengan peraturan daerah sesual dengan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999,

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2000
sumber pendapatan daerah secara umum terdiri atas Pendapatan Ash Daerah
(PAD) dan Dana Perimbangan. Pendapatan Aslh Daerah Kabupaten Belu
terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah dan penerimaan
lain-lain. Dana perimbangan merupakan bagian pendapatan yang berasal dari
pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebtih tinggl yang terdin atas
penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak, subsidi daerah otonom, yang
merupakan dana alokasi umum dan pos bantuan pembangunan yang
merupakan dana alokas: khusus. Dana alokasi umum berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), vang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan
pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi
khusus adalah. dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) vyang dialokasikan kepada daerah untuk membantu
membiayai kebutuhan_ tertentu.

Segi belanja daerah berhubungan dengan aktifitas operasional sebagai
unsur pelaksanaan pemerintahan daerah, dimana pemerintah daerah
melakukan pengeluaran sesuai dengan sifat kegiatannya baik rutin maupun
proyek. Proyek pembangunan terutama mengenai belanja pembangunan,

pada prinsipn-y'a pengeluarannya dikelompokkan/dibagi dalam beberapa
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bidang, kemudian masing-masing bidang dibagi dalam beberapa sektor dan
setiap sektor dibagi dalam sub sektor, program dan proyek. Hal penting dari
anggaran pembangunan/belanja pembangunan adalah dilihat dari sudut dana.
Program, proyek/sub proyek dar setiap sektor maupun sub sektor di
Kabupaten Belu di biayai dari sumber dana umum, sumber dana khusus, dan
PBB sektor bersangkutan (lampiran 3).

Dalam rangka perencanaan dan persiapan pelaksanaan pembangunan
tahun anggaran 1999/2000, pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan
yahg menitikberatkan pada desentralisasi dan penyelenggaraan otonomi
daerah yang seluas-luasnya. Sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam
Negeri No. 4 Tahun 1999 tanggal 11 Pebruan 1999 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Surat Menterni
Negara PPN/Kepala Bappenas No. 922/D.V/02/1999 tanggal 18 Pebruari
19999 tentang Pedoman Umum Dana Pembagunan Daerah tahun anggaran
1999/2000 serta memperhatikan Nota Keuangan RAPBN 1999/2000 yang
disampaikan dalam pidato Presiden RI pada éidﬁng paripurna DPR RI tanggal
5 Januari 1999 bahwa untuk memenuhi aspirasi mengenai peningkatan
otonomi daerah serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, Bantuan
‘Pembangunan ‘Daerah (INPRES) diubah namanya menjadi Dana
Pembangunan Daerah.

Dana Pembangunan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan
pemerintah tingkat II yang diberikan untuk memperkuat kemampuan daerah

tingkat II dalam mewujudkan Kkesejahteraan rakyat melalui kegiatan



54

pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan di daerah. Dana
Pembangunan Daerah diadministrasikan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daérah/DPRD
“dan di pertanggungjawabkan oleh Bupati kepada DPRD.

Dana-dana yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Belu yaitu:

1. Dana umum.

2. Dana Khusus.

3. Dana Jaring Pengaman Sosial.

4. Dana Pembagunan Propinsi.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Dana Khusus Pembangunan Desa/Kelurahan

7. Dana Bantuan Luar Neger.

Sumber-sumber dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu

selain pendapatan asli daerah dan penerimaan bagi hasil bukan pajak terdiri

atas :

1 APBDI

2 APBDII

3 Bantuan Luar Negeri
4 Swasta

5 APBN

Secara garis besar mekanisme pengelolaan dana pembangunan daerah sebagat

berikut:
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1 Berdasarkan hasil-hasil yang didapat dari Musyawarah Pembangunan
(Musbang) dan diskusi UDKP pada tingkat kecamatan, dinas/instansi
otonom daerah menyusun usulan rencana program/proyek pada sektor-
sektor yang sesuai bidangnya.
2 Seluruh usulan program atau kegiatan dari dinas/instansi otonom daerah
dibahas dalam rapat koordinasi pembangunan (RAKORBANG). Bappeda
kemudian menuangkan seluruh usulan program/proyek yang akan dibiayali
melalui berbagai sumber dana dalam APBD II dan telah disepakati pada
RAKORBANG sesuat dengan prioritas kedalam format UR-1.
3 Hastl UR-1 selanjutnya RAKORBANG tingkat 1 yang kemudian
direkapitulasikan oleh Bappeda tingkat I kedalam format UR-11.
4 Seiring dengan proses penyusunan APBD, untuk pengendalian
perencanaan Dana Pembangunan daerah, dilakukan langkah-langkah
sebagai berikut
a) Berdasarkan plafon dana dalam Daftar Aloksi Dana Pembangunan
Daerah (DA-DPD), masing-masing dinas/instansi membuat rencana
definitif pada sektor-sektor sesuai bidangnya berdasarkan usulan
rencana (UR-1) vang telah disahkan.

b) Rencana definif tersebut dibahas oleh Bappeda dan bagian penyusunan
program daerah.

¢) Bappeda menuangkan hasil-hasil pembahasan berupa program/proyek
yang akan dibiayai oleh berbagai sumber dana dalam APBD 1I kedalam

format RD-I.
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Sebagai pertanggungjawaban terhadap pengelolaan Dana Pembangunan
‘Daerah, guna memberikan informasi tentang kinerja pengelolaan didaerah,
pemerintah daerah melakukan penyusunan lLaporan Usulan Réncana dan
Laporan Realisasi Fisik Keuangan, selain beberapa laporan lainnya. Format
usulan rencana merupakan daftar isian yang berisi informasi tentang seluruh
kegiatan/proyek pembangunan daerah dari berbagai sumber dana yang ada
sebagai pembahasan dalam RAKORBANG tingkat II. Sedangkan format
realisasi fisik dan keuangan (RFK) merupakan daftar isian yang berisi
kemajuan fisik dan keuangan serta permasalahan pada pelaksanaan berbagai
kegiatan/proyek.

Seperti yang diformulasikan oleh GASB, terdapat 12 prinsip akuntansi
pemerintahan yang perlu diperhatikan dalam penerapan akuntansi dana.
Masing-masing prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:
1) Akuntansi dan pelaporannya

Pemerintah daerah lebih cendrung menggunakan istilah pembukuan atau
secara umum adalah tata usaha keuangan dalam akuntansi. Tata usaha
keuangan ini intinya adalah tata buku yang merupakan rangkaian kegiatan
yang dilakukan secara sistematis dibidang keuangan, berdasarkan prinsip-
prinsip, standar-standar tertentu serta prosedur-prosedur tertentu sehingga

dapat memberikan informasi yang aktual dibidang keuangan. Sistem

pembukuan yang digunakan adalah sistem tata buku dimana pengelolaanh"'"w‘

keuangan didasarkan atas penyelenggaraan anggaran belanja.

Pembukuan/pencatatan setiap transaksi atau kegiatan yang ada didasarkan
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atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya transaksi tersebut. Buku-buku
yang digunakan antara lain buku kas umum berbentuk skontro, buku
kepala atau buku pembantu untuk setiap jenis mata anggaraﬁ, dan buku
bank untuk mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan melalui rekening
kas di bank. Lembaga pemerintahan merupakan suatu lembaga yang tidak
bertujuan mencari laba dan bertanggungjawab terhadap masyarakat umum
sehingga setiap kegiatannya harus diketahui oleh masyarakat. Laporan
keuangan yang pada akimya dihasilkan oleh pemerintah daerah adalah
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut GASB
sistem akuﬁtansi' pemerintahan harus memungkinkan laporan keuangan
disajikan secara wajar dengan pengungkapan secara penuh tentang posisi
keuangan dan hasil operasi dana dan kelompok akun unit pemerintah
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum dan dapat
menentukan dan menunjulfan kesesuaian dengan ketentuan hukum dan
kontraktual.  Dengan demikian sistem akuntansi/pembukuan yang
digunakan pemerintah daerah tidak mengikuti standar GASB. Pembukuan
maupun laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah
maupun pemérintah pusat secara nasional dikatakan masih lemah.

2) Sistem akuntansi dana
Pemerintah daerah membutuhkan dana dalam mengurus dan mengatur
daerahnya. Sumber keuangan pemerintah daerah Kabupaten Belu pada
tahun anggaran 2000 terdiri dari Penerimaan Asli Daerah yaitu dari pajak-

pajak, retribusi daerah, laba usaha daerah dan penerimaan lain-lain, dan
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dari penerimaan bagi hasil bukan pajak. Sistem akuntansi yang dipakai
oleh pemerintah daerah belum dapat dikatakan dioperasikan dan
ditentukan berdasarkan pembentukan dana-dana. Sistem‘ akuntansi
pemerintahan di Indonesia pada dasarnya masih terbatas pada akuntansi
anggaran dan transaksi-transaksi anggaran yang pada akhirnya
menghasilkan laporan operasi keuangan yang dikenal dengan perhitungan
anggaran negara. Menurut GASB kesatuan akuntansi dana dibedakan atas:
kelompok dana pemerintahan, kelompok dana kepemilikan dan kelompok
dana kepercayaan. Ketiga kelompok dana ini dikelompokkan berdasarkan
sifat aktivitas dan sumber keuangannya. Pemerintah  daerah
mengelompokan dana-dana yang ada secara umum seperti yang terdapat
dalam anggaran yang telah disusun.
3) Jenis-jenis dana

Jenis-Jenis dana yang digunakan oleh pemerintah daerah yaitu: Dana
Umum dan Dana Khusus, Dana Pembangunan Propinsi, APBD
Kabupaten, Dana Khusus Pembangunan Desa/Kelurahan, Dana Bantuan-
Bantuan Luar Negeri. Sedangkan jenis-jenis dana yang yang harus
digunakan oleh suatu unit pemerintahan menurut GASB yaitu: Dana
Umum dan Dana Pendapatan Khusus yang sumber keuangannya berasal
dari pajak, perijinan, penerimaan dari unit pemerintah lain, pendapatan
dari pemberin jasa, serta denda dan penyitaan, Dana Proyek Modal yang
berasal dari hasil penjualan utang obligasi, transfer dari dana lain,

pendapatan investasi dan bantuan dari pemerintah pusat, Dana Pelunasan
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Utang yang berasal dari penetapan pajak, transfer dari dana umum atau
dana lain dan pendapatan investasi, Dana Perusahaan, Dana Layanan
Internal, Dana Trust dan Dana Peragenan. Dengan‘demik.ian terlihat
bahwa pemerintah daerah mengelompokkan jenis-jenis dana masih secara
sederhana. Jenis dana yang di bentuk oleh pemerintah daerah yang sama
seperti GASB vaitu dana umum dan dana pendapatan khusus.
4) Jumlah dana
Pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya menetapkan jumlah
dana yang dibutuhkan sesuai dengan hukum dan administrasi, dan
“tentunya jumlah dana yang ada disesuaikan dengan potensi daerah yang
ada. Menurut GASB unit-unit pemerintah harus menetapkan dan
memelihara dana-dana yang dibutuhkan sesuai dengan aturan hukum dan
administrasi. Walaupun pemerintah dapat menjamin bahwa pembentukan
dana lebih sedikit atau lebih banyak dapat menjamin pengendalian yang
efektif, namun pembentukan dana yang tidak diperlukan berarti melanggar
ketentuan hukum. Dalam menjalankan kegiatannya pemerintah daerah
pasti membutuhkan dana.
5) Akuntansi aktiva tetap dan utang jangka panjang umum
Pemerintah daerah belum mengelompokkan secara jelas antara aktiva tetap
dan utang jangka panjang umum dan aktiva tetap dan dan utang jangka
panjang dana karena pemerintah daerah tidak membentuk kelompok dana

kepercayaanﬂsecara khusus, sebaliknya menurut GASB Aktiva tetap dan
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Utang jangka panjang umum dipertanggungjawabkan melalui kelompok
akun.

6) Penilaian aktiva tetap
Penilaian aktiva tetap sebenarnya merupakan hal yang baru dan masih
terus berkembang dalam lembaga pemerintahan terutama pemerintah
daerah. Pada dasamya metode yang dipakai oleh pemerintah daerah dalam
penilaian aktiva tetap adalah biaya perolehan historis atau jumlah
pengeluaran kas untuk perolehan. Penukaran, hibah, penyitaan dan donasi
dicatat dengan nilai wajar atau nilai transfer pada saat barang tersebut
diperoleh. Aktiva tetap milik pemerintah daerah disebut dan dicatat daiam
daftar inventaris. Menurut GASB aktiva tetap harus dinilai berdasarkan
kos dan aktiva tetap donasi harus dinilai berdasarkan taksiran harga pasar
pada saat diterima. Walaupun metode penilaian aktiva tetap antara GASB
dan pemerintah daerah memiliki kesamaan namun dalam prakteknya
sebenamya pemerintah daerah tidak melakukan pengelompokkan aktiva
tetap secara khusus.
7) Depresiasi aktiva tetap

Berhubungan dengan penjelasan yang ada pada prinsip lima dan enam,
pemerintah daerah tidak melakukan depresiasi aktiva tetap. Depresiasi
atau penyusutan aktiva tetap tidak dinyatakan dalam realisasi anggaran
tetapi dilakukan penyesuaian secara periodik Depresiasi aktiva tetap
umum dan dana tertentu tidak dicatat karena pemerintah daerah tidak

membentuk kelompok dana kepercayaan, dana pemerintahan tidak
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diklasifikasikan secara jelas. Berbeda dengan GASB depresiasi aktiva
tetap umum tidak harus dicatat dalan akun dana pemerintahan, sedangkan
depresiasi aktiva tetap dana tertentu dipertanggungjawabkan dan dicatat
dalam dana kepercayaan.

8) Basis akrual dalam akuntansi pemerintahan
Secara umum pembukuan pemerintah daerah dicatat berdasarkan atas
dasar kas (cash basis). Sedangkan GASB menentukan basis akrual
modifikasian dalam akuntansi dana. Hal inilah yang menjadi perbedaan
yang sangat mendasar antara akuntansi dana dan akuntansi pemerintahan
seperti yang berlaku di Indonesia pada umumnya maupun pemerintah
daerah secara khusus.

9) Penganggaran, pengendalian melalui anggaran, dan pelaporan
anggaran.
Pemerintah daerah menggunakan anggaran tahunan. Ada dua bagian
penting dalam anggaran yaitu pendapvatan dan belanja.  Anggaran
pemerintah daerah ini terlihat dalam APBD yang telah ditetapkan. GASB
dalam prinsipnya yang kesembilan menentukan bahwa setiap unit
pemerintahan harus menggunakan anggaran tahunan. Anggaran berperan
penting dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi hasil operasi.
Dalam hal ini antara pemerintah daerah dan GASB memiliki persamaan
sebab dalam akuntansi dana anggaran merupakan suatu hal yang penting,
sedangkan objek pembukuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah

daerah adalah mengenai anggaran pendapatan maupun pengeluaran.
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10)Klasifikasi akun transfer, pendapatan, belanja dan biaya.
Pemerintah daerah melakukan klasifikasi yang jelas antara pendapatan dan
belanja daerah. Pendapatan maupun belanja pemerintﬁh daerah
diklasifikasikan berdasarkan dana, sumber dan instansi pengelola namun
transfer antardana dan pendapatan maupun biaya dana kepemilikan belum
diklasifikasikan secara jelas sebab pengelompkkan dana-dana yang ada
masth sangat gederhana.

11)Istilah dan klasifikasi umum
Istilah dan klasifikasi umum digunakan oleh pemerintah daerah secara
konsisten terﬁtama dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan
proses pembukuan (akuntansi). Sedangkan GASB menetapkan bahwa
istilah dan klasifikasi umum harus digunakan secara konsisten melalui
anggaran, akun, dan laporan keuangan setiap dana. Secara umum
pemerintah daerah menggunakan istilah dan klasifikasi umum dalam
anggaran, akun-akun yang digunakan maupun dalam laporan keuangan
yang dihasilkan.

12)Laporan keuangan interim dan tahunan.
Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan setiap akir
tahun. Laporan keuangan pemerintah daerah pada dasarnya terdiri atas
daftar selisih lebih-kurang, antara anggaran dan realisasinya yang
diringkas dalam perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
GASB ménetapkan bahwa setiap unit pemerintah harus menyusun laporan

keuangan interim dan laporan keuangan tahunan, laporan keuangan tujuan
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umum dan laporan keuangan unit komponen. Setiap dana memiliki
laporan keuangan tersendiri. Berbeda dengan pemerintah daerah dimana
laporan keuangan walaupun dilakukan setiap akhir periode namum

diringkas dalam perhitungan anngaran pendapatan dan belanja daerah.

C. Perbandingan Antara Prinsip-Prinsip GASB dengan Kondisi Pemerintah
Daerah Kabupaten Belu
Dari pembahasan dan analisis data yang dilakukan maka dapat
' dibandin.gkan antara kondisi pemerintah daerah dengan teori-teori yang ada
seperti yang diformulasikan oleh GASiS terutama hal-hal mendasar dalam
akuntansi dana, bahwa pemerintah daerah membentuk dana-dana dalam
pengelolaan keuangan daerah namun pengelompokkan dana-dana yang ada
masih sangat sederhana yang tentunya disesuaikan dengan kondisi daerah
maupun ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang ada. Jumlah dana
yang dibentuk masih belum tepat antara yang direncanakan dengan
realisasinya. ~ Akuntansi atau yang masih disebut dengan pembukuan,
pencatatannya bersifat tidak berpasangan (single-entry) dan atas dasar kas
(cash basis). Laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah pada
dasarnya hanya merupakan laporan perhitungan anggaran dan belanja yang
mencerminkan antara anggaran dan realisasinya.
Menurut GASB, sistem akuntansi pemerintahan harus diorganisasikan
dan dioperasikan atas dasar dana. Karakteristik dari akuntansi pemerintahan

yaitu menggunakan berbagai jenis dana. Dana dikelompokkan berdasarkan
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fokus pengeluarannya maupun sumber keuangannya. Setiap kelompok dana
memiliki berbagai jenis dana. Pemerintah membentuk jumlah .dana sesuai
dengan aturan hukum dan kontraktual lainnya. Walaupun pemerintah dapat
menjamin bahwa pembentukan dana lebih sedikit atau lebih banyak dapat
menjamin pengendalian yang efektif, namun pembentukan dana yang tidak
diperlukan berarti melanggar ketentuan hukum dan kontraktual.  Sistem
akuntansi dana pada dasarnya bersifat berpasangan (double-entry) dan dengan
dasar waktu yang dimodifikasi (modified accrual). Setiap unit pemerintahan
harus menyusun laporan keuangan interim dan laporan keuangan tahunan dan
setiap jenis dana pun dibuat laporan keuangan tersendiri.

Perbandingan antara kedua belas prinsip akuntansi dana dalam
pengeloléan keuangan daerah secara ringkas seperti terdapat dalam tabel
berikut ini.

Tabel IX. Perbandingan antara prinsip-prinsip GASB dengan kondisi

Pemerintah Daerah Kabupaten Belu.

Item Perbandingan | GASB Pemda Kab. | Keterangan
Belu

Akuntansi dan | Sistem akuntansi | Sesuai dengan | Tidak

Pelaporan pemerintahan prinsip memenuhi.
harus akuntansi yang
memungkinkan lazim ada di
laporan keuangan | Indonesia,

disajitkan  secara | namun belum
wajar sesual | sesual dengan
dengan ketentuan | standar GASB.
umum.

| Sistem  Akuntansi | Sistem  akuntansi | Belum diope- | Tidak
Dana pemerintahan ha- | rasikan dan | memenuhi.
rus diorganisasikan | diorganisasika
dan dioperasikan | n atas dasar
atas dasar dana. dana
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No | Item Perbandingan | GASB Pemda  Kab. | Keterangan
Belu :
3 | Jenis-jenis Dana Dana dikelompok- | Hanya ada | Tidak
kan menjadi Dana | Dana memenuhi
Pemerintahan, Da- | Pemerintahan.
na  Kepemilikan
dan Dana Keperca-
yaan,
4 | Jumlah Dana Unit-unit pemerin- | Menetapkan Memenuhi
tahan harus mene- | jumlah  dana
tapkan jumlah | sesuai dengan
dana sesuai dengan | aturan hukum
aturan hukum dan | dan
administrasi. administrasi.

5 | Akuntansi  Aktiva | Harus  dilakukan | Belum dilaku- | Tidak
Tetap dan Utang | pembedaan yang | kan pembeda- | memenuhi
Jangka Panjang | jelas antara aktiva | an yang jelas
Umum tetap dan utang | antara aktiva

jangka panjang | tetap dan utang

umum dengan | jangka panjang

aktiva tetap dan|umum dengan

utang jangka | aktiva  tetap

panjang dana. dan utang
jangka panjang
dana.

6 | Penilaian  Aktiva | Aktiva tetap harus | Belum mela- | Tidak
Tetap dinilai berdasarkan | kukan  peni- | memenuhi

kos. laian terhadap

: aktiva tetap.

7 | Depresiasi Aktiva | Depresiasi  aktiva | Belum mela- | Tidak
Tetap tetap dicatat dalam | kukan depre- | memenuhi

kelompok dana | siasi aktiva
masing-masing. tetap.

8 | Basis Akrual dalam | Dasar  akuntansi | Basis kas | Tidak
Akuntansi untuk dana peme- | dalam dana | memenuhi
Pemerintahan rintahan adalah ba- | pemerintahan.

sis akrual modifi-
kasian.

9 | Penganggaran, Pe- | Unit pemerintahan | Menggunakan | Memenuhi
ngendalian melalui | menggunakan ang- | anggaran tahu-
Anggaran dan Pela- | garan tahunan, me- | nan, melaku-
poran Anggaran lakukan perbandi- | kan perbandi-

ngan & pengenda- | ngan&pengend
: lian anggaran. alian anggaran.

10 | Klasifikasi ~ Akun | Harus Belum Tidak

Transfer, diklasifikasikan: mengklasifikas | memenuhi
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Pendapatan,
Belanja dan Biaya.

secara terpisah
antara pendapatan,
belanja, biaya dana

ifikasikan
secara terpisah
antara

dan transfer. pendapatan,
belanja, biaya
dana dan
transfer.
11 |Istilah dan Klasi- | Harus digunakan | Telah diguna- | Memenuhi
fikasi Umum secara konsisten. kan secara
konsisten
12 | Laporan Keuangan | Laporan keuangan | Perhitungan Tidak
Interim dan Tahun- | terdiri atas laporan | Anggaran Pen- | memenuhi
an keuangan interim, | dapatan  dan
laporan keuangan | Belanja  Da-
tahunan kompre- | erah.
hensif, laporan
keuangan  tujuan

umum dan laporan
keuangan unit
komponen.




BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A.’ Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan
mengenai penerapan akuntansi dana dalam pengelolaan keuangan daerah,
ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari duabelas prinsip akuntansi dana sebagaimana yang telah ditetapkan
oleh GASB; sembilan prinsip belum memenuhi syarat sedangkan tiga
prinsip telah memenuhi syarat. Sembilan prinsip yang belum memenuhi
syarat yaitu mengenai Akuntansi dan Pelaporan, Sistem Aku?ntansi Dana,
Jenis—Jeni§ Dana, Akuntansi Aktiva Tetap dan Utang Jangka Panjang
Umum, Penilaian Aktiva Tetap, Depresiasi Aktiva Tetap, Basis /}krual
dalam Akuntansi Pemerintahan, Klasifikasi Akun Transfer, Pendapatan,
Belanja dan Biaya serta Laporan Keuangan Interim dan Tahunan.
Sedangkan tiga prinsip ékuntansi dana yang telah memenuhi syarat yaitu
mengenai Jumlah Dana, Penganggaran, Pengendalian melalui Anggaran,
dan Pelaporan Anggaran serta Istilah dan Klasifikasi Umum.

2. Dengan demikian jelas bahwa akuntansi dana belum mungkin dapat_

diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu dalam pengelolaan

keuangan daerahnya.
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B. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini tentu saja ada keterbatasan vang tidak mampu

peneliti hindari:

1.

o

Keterbatasan ruang lingkup penelitian dimana kesimpulan hanya
berdasarkan data yang diperoleh dan hanya berlaku pada daerah yang
menjadi objek penelitian.

Meskipun peneliti sudah semaksimal mungkin untuk dapat memperoleh
data yang dapat dipercaya, namun tidak menutup kemungkinan adanya

data yang kurang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

C. Saran

Saran yang dapat diberikan sebagai masukan kepada pemerintah daerah

adalah:

l.

Pemerintah "daerah dapat membentuk dan mengelompokkan dana-dana
yang ada sesuai dengan sifat aktivitas maupun sumber-sumber keuangan
sehingga dapat lebith mudah dalam elakukan  pencatatan,
pengelémpokkan maupun penyusunan laporan keuangan.  Dengan
membentuk dan mengelompokkan dana-dana, pemerintah daerah dapat
membuat laporan keuangan untuk setiap kelompok dana, sehingga laporan
keuangan yang dibuat tidak hanya terbatas pada perhitungan antara
anggaran da'ﬁ realisasinya.  Selain membentuk dan mengelompokkan
dana-dana yang ada, pemerintah daerah dapat menggunakan basis

akuntansi yang bersifat berpasangan dengan dasar waktu yang
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dimodifikasi dalam pengelolaan keuangan daerahnya, melakukan
klasifikasi antara akun transfer, pendapatan, belanja dan biaya.

. Walaupun akuntansi dana belum mungkin dapat diterapkan oleh
pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, namun prinsip-
prinsip akuntanst dana ini dapat dipakai sebagai pedoman untuk
menghasilkan instrumen-instrumen yang cocok dalam pengelolaan
keuangan daerah terutama dalam penggunaan maupun pemanfaatan
sumber-sumber keuangan daerah serta kebijakan pembangunan daerah

Kabupaten Belu.
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Lampiran I

RINGKASAN : ANGGARAN PENDAFPATAN DAN

WKABUPATEN
TAHUN ANGGARAN :

No.Urt

URAIAN

JUMLAH

A. PENDAPATAN DAERAH

.| BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

TAHUN YANG LALU

BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH :

a. Pajak Daerah .....coooovvcciiiinininciniiennn. Rp. 573.140.000,00
b, Relribusi Dasrah ....cocoviviiiiininininin, Rp. 1.116.016.000,00

¢. Baglan Laba'Badan Usaha Millk

Daerah. e, Rp. 50.000.000,00
.......................... Rp. 133.703.000,00

BAGIAN PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMBERIAN
PEMERINTAH DAN ATAU INSTANS! YANG LEBIH TINGG!

Rp. 45.367.180.750,00

. |Rp. 0,00 -

Rp. 1.872.859.000,00

........... Rp. 43.494.321.750,00
a. Bagi Hasil Pajak.....oiinian e, Ap. 2.508.335.750,00
b. Bagl Hasll Bukan Pajak ... Rp. 117.250.000,00
c. Subsisdi Daerah Otonom....cceeiinniinn. Rp. 29.287.174.000,00
d. Bantuan Pembangunan........cccecvueneen, Rp. 11.608.5662.000,00
e. Penerimaan Lalnnya.......oocooceinnicnnnns Rp. 0,00
BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH. Rp. ' 0,00
a. Darl Pemerintah Pusat

b. Pinjaman Dari Lembaga Keuangan
Dalam Negeri

........................................ Rp. 0,00

.......................... Rp. 0,00 - "¢




CONTCH A,

LAMPIRAN | : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
DAN BELANJA DAERAH '

NOMOR 1 3 TAHUN 2000
BELU TANGGAL : 19-APRIL 2000™
2000 '
No.Urt | . URAI AN JUMLAH
B. BELANJA DAERAH | Rp.45.367.180.750
A, PENGELUARAN RUTIN Rp.32,678.215.750
1| Belan|a Pegawal. ..o sinneneivinionireeons Rp. 80.013.817.550,00
2 [Belanja Barang........cooveiiierienssnnnenn Rp. 960.959.250,00
3 |Belanja Pemellharaan......c.oovviinnenninnn Rp. 633.785.,750,00
4 |Belanja Perfalanan........cocmeninen e, Ap. 293.850.000,00
5| Belanja Lain — l&ifl.. s i, Rp. 303.221.050,00
6 |Angsuran Pinjlaman / Hutang dan Bunga..Rp. 0,00
7 | Ganlaran, Subsldl dan Sumbangan........... Rp. 124.243.000,00
8| Pengeluaran yang tldak termasuk
Baglan Laln . i . Rp. 348.280.750,00
9 |Pengeluaran tidak tersangka e Rp. £8,400,00
B. PENGELUARAN FPEMBANGUNAN Rp.12.688.965,000
1 ['Sekior Industriin i e Rp 0,00}
2| Sektor Pertanian dan Kehutanan........nd Rp. 787.321.000,00
3 | SektorSumber daya Alr dan Irigasl............ Rp. 935,000.000,00
4| Sektor-Tenaga Karja, . rne e, Rp. 0,00
5| Sektor Perdagangan, Pengembangan .
Usaha Daserah, Keuangan Daerah dan
KOpPerash i e e Rp. . 820.000.000,00
6 | Sektor Transportasl .o Rp. 3.945.000.000,00
7 | Sektor Pertambagan dan Energl, v Rp. 0,00
8| Sektor Parwisata & Telekomunikasi
DAATAN L1 e Rp. 250.000,000,00
9| Seklor Pembangunan Daerah dan
P aMUKIMAN. i s ‘Rp. 853,765.000,00
10 | Sektor Lingkungan Hidup dan Tata
Ruang. ..., e Rp. 1.207.500.000,00
11 | Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Na— Rp.
sional, Keperoayeaan terhadap Tuhan Rp.
yang Maha Esa, pemuda dan Olah Raga. Rp. 1.686.783.000,00
12 | Sektor Keandudukan dan keluarga Se—~ Rp.
JARTRIA L1vvii e Rp. 20.000.000,00
13 | Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Soslal,
Anak dan Remala. oo Rp. 351.911.000,00
14 | Sektor Perumahan dan Pemukiman........... Rp. 312.000.000,00
15 [ Saktor AQama v s, Rp. 0,00
18 | Sektor limu Pengetahuan dan Teknologl...Rp. 292.837.875,00
17 | Sektor HUKUM Lo oo Rp. 100.000.000,00
18 | Sekior Aparatur pemerintah dan Penga-—
WEASE M uueuiiiiriiesin e Rp. 2.105.047,125,00
19 | Sektor Politik, Penerangan, Komunikas|
dan Mediamassa. ... Rp. 70.000.000,00
20 | Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum.. Rp. 50.000.000,00
21 | Sektor Subsidi/ bantuan pembangunan
kepada Daerah bawahan ..., Rp. 0,00
22 | Bagian pembayaran kembali PinjJaman. _ Rp. 0,00




Lampiran 11

RINGKASAN

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJ;‘\ DAERAH

KABUPATEN BELU TAHUN ANGGARAN 2000

N \

NO. URAIAN . JUMLAH NO. URATAN JUMLAH
URT ANGGARAM (RP) | REALISAS! (RP) |URU - ANGGARAN (RP) | REALISASI (RP)
. [PENDAPATAN B | BELANJA
1 BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN 1.331.467.904,00 | 1.944.608.475,52 A|RUTIN, 37.100.508.798.,00 | 48.081.250.350,73
ANGGARAN TAHUN YANG LALY ’ 1.]Belanja Pegawal ...ccovviincsirninimminnennenenicon e 30.897.564.000 | 42.449.457.150,00
’ 2.|Belanja Berang ... 2.700.859.069| 2,459.845.113,00
2. BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.872.859.000,00| 1.779.639,229,00 3.[Belanja Pemelhar8an. ... e 860.567.000 808.401.566,00
a. Pajak Daerah . 573.140.000,00 | - 592.932.970,00| 4.|Belanja Perjalanan.. 719.872.000|  670.648.850,00
b. Retribusi Daerah 1.116.016.000,00 853.726.009,00 5.({Belanja Lain ~ Lain . 658.296.050 732.480.721,73
¢. Baglan Laba Usaha Daerah . 50.000.000,00 . 9.500,000,00 6.|Angsuran Pinjaman/Hutang Dan Bunga, 0 0,00
d. Lain - fain Pendapatan............. 133.703.000,00{ 323.479.841,00 7.1 Ganjaran/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah
BaWANAN. ..ottt s e - 625.102.000 436.020.000,00
. : 8.(Pengeluaran yang tidak termastk bagqan lain, 629.264.750 524.596.950,00
3. PENDAPATAN YANG BERASAL DARI 9.[Pengeluaran Tldak Tersangka.... 73.920!" 0,00
PEMBERIAN PEMERINTAH DAN ATAU YANG
ATAU INSTANS! YANG LEBIH TINGGI 57.725.345.676,00 | 70.689.026.926,15| B. |PEMBANGUNAN 23.829.073.782 | 23.481.803.844,00
a. Bagl Hasll Pajek.... 3.543.189.776,00 ( 4.959.177.652,15
b. Bagi Hasll Bukan Paja 117.250.000,00 164.440.668,00 1,]Sektor industrl 0 0,00
¢. Subsldi Daerah Otonom.. 31.552.367.900,00( 43.080.859.606,00 2.|Sektor Pertanian Dan Kehutanan 5.163.258.150( 5.146.480.125,00
i d. Bantuan Pembangunan.. .| 22.512.538.000,00 | 22.484.549,000,00 3.|Sektor Sumber Daya Alr Dan Irigasi ., 935.000.000 932.614.600,00
e. Penerlmaan LAINAYA......ccconcinineriineerianienees 0 0 4.[Sektor Tenaga Kerja 0 0,00
S.[Sekior Perdagangan, Pengembangan Usaha
) Daerah, Keuangan Daerah Dan Koparasi............... 867.553.632 867.553.632,00
4.) BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH 0 0 6.|Sektor Transportasi.... 3.960.642.000( 3.849.663.000,00
a. Pinjaman darl Pemerintah Pusat... . 0 : 7.|Sektor Pertambangan Dan Energl | ] 0,00
b. Pinjaman darl Lembaga Keuangan Dalam 8.]Sektor Parlwisata Dan Telekomunikasl Daerah...... 426.000.000 388.045.000,00
Negerl... 0 9.|Sektor Pembangunan Daerah Dan Pemukiman 6.237.738.000| 6.146.297.450,00
10,)Sektor Lingkungan Hidup dan Tala Ruang............. 1.254.503.000| 1.192.820.000,00
) 11.| Sektor Pendidikan, Kebudayaan Naslonal
* Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha
€sa, Pemuda Dan Olah Raga ... 1.588.783.000| 1.586.124.000,00
12.{Sektor Kependudukan Dan Keluarga
Sejahtera.... 20.000.000 20.000.000,00
13.[Sektor Kasehatan, Keselahteraan Sosial,
Peranan Wanita, Anak Dan Remaja .. 351.911.000 351.371.000,00
14.(Sektor Perumahan Dan Pemukiman ... 312.000.000 312.000.000,00
15.|Sektor Agama ... - 0 0,00
16.|Seklor Imu Penge(ahuan dan Teknolog: 247.637.875 240.445.037,00
17.1Sektor Hukum... . 100.000.000 100.000.000,00
18.|Sektor Aparatur Pemerln\ah Dan Pengawasan ...... 2.244.047.125| 2.230.545.000,00
19.| Seldor Politlk Penarangan, Komunlkasi den
Media Masa... 70.000.000 67.645.000,00
20.|Sektor Keamanan Dan Ketemban Umum .......... 50.000.000 50.000.000,00
21.) Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan. | 0 0,00
[ —
L Jumlah 60.929.672.5680,00| 74.413.274.630,67 W Jumlah 60.929.672.580,00 | 71.563.054.194,73

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan

.\j190.889.267.00 ,

6.027.761.778,00

Fegian Urusan Kas dan Perhitungan.......ccccoocoueene

L 6.190.889.267,00

L6.027.761.778.00 {
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Lampiran II

MN]P!RAN'V © PERATURAN DAERAH KABUATEN BELU

NOMOR

: 3 TAHUN 2000

TANGGAL : 19 APRIL 2000

BAG IIl ; BELANJA PEMBANGUNAN

KODE_ ] F’HOGRAM‘. YPROYEK/SUB PROYEK. WANGGARAN TAHUN| ANGGARAN TAHUN
ANGGARAN YANG LALU . INI
' |
2P.0.1, } SEKTOR INDUSTRI 0 0
. I
2P.0.01.001 { SUB SEKTOR INDUSTRI 0 0
lop.o.o, %S"—KTVR PERTANIAN DAN KEHUTANAN 574.005,000 787.821.000
[ !
}2?‘.0 2.1 : SUB SEKTOR PERTANIAN RAKYAT 326.205.000 359.621.000
li'ZP.O.L' .01 Program Peningkatan Produksi
{ ‘ dan Produktlvitas Pertanian. 359.821.000
| T S PO
||2P.O.2.1.01'.001 | Proyek : Bantuan Penyuluhan
S “artanian Lapangan {(PIPL) , sumber dana
\ bantuan khusus (BIPP Kabupaten Belu) 186,621,000
loP.0.2.1.01.002 Proyak : Pamberdayaan Penangkar
% BanityBibit Pertanian sumber dane
M ana
|] khusus, (Olnas Fertanian Kab. Belu) 88.000.000
| | ¢ .
120.0.2.1.01.002 1 Proyek : Peningkatan Produkel Tanaman
|
[ Pangan, sumber dana umurm
{ i {Dinas Pertanlan Kab, Belu) 85.000.000
|
}2(’.0.2.2. ! SUB SEKTOR PERKEBUNAN 75.000.000 105.000.000
| |
|2P.0.2.2.01 {Frogram : Peningkatan Produksi dan 105.000.000
} #Pro-duktivitas Perkebunan | e — e
}2P.O.2.2.U1.()01 Froyek : Fengembangan Tanaman
} Perdagangan, sumber dana umum
i l(Dinas Perkebunan Kab. Belu) 85.000.000
(€P.0.2.2.01.002 {Froyek : Peningkatan Penyuluhan
| Perkebunan, sumber dana PBB
| Sektor Partambangan..
| (Dinac Perkebunan Kab. Belu) 20.000,000
|
%ZP.O.Z 3 | SUB SEKTOR PETERNAKAN 73.000.000 197.500.000
!{2.".0 2.3.01 §Program : Peningkatan Produksi dan 197.500.000

2P.0.2.83.01.002

| Produktivitas Peternakan

|

{Proyek Penangqulangan Penyakil Ternak
1 Gesar dan Sansus Ternak dan Fenya—
llesaian Fumah Fotong Hewan, sumber—
ldana Umum { Dinas Peternakan -
}!*’.abupa!en Belu ),
!Proyek Fengembangan Produksl dan
I Praduktifitas Paternakan sumber
glsumber dana PBB Sekior Pedesaan/
gF’erkotaar\.

I (Dinas Peternakan Kabupaten Belu)

|
y

iProysk I"encacahan Ulang Ternak
jPemerintah sumber dana FE8

| Sektor Pedesaan / Perkotaan
\I(Dinas Potarnakan Kabupaten Belu)

115.000.000

37.500.000

i
{
'

45,000,000
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KOOE 1| PROGRAM, PROYEK/SUB PROYEK, |ANGGARAN TAHUN| ANGGARAN TAHUN
ANGGAPAN | _ YANG LALU IN I
2P.0.2.4. ! SUB SEKTOR PERIKANAN 79.800.000 100,000,000
2P.0.2.4.01. Program : Paningkatan Produksi dan 100.000.000
dan Produktivitas Perlkanan. | |m e e —
|2p.0.2.4.01.001 Proyek : Peningkatan Sarana
Frodursl Perlkanan Laut dan pelatihan
Budidaya Kepiting, sumber dana umum.
{Dinag Perlkanan Kabupaten Belu) 100.000,000
2P.0.2.5, ‘ SUB SEKTOR KEHUTANAN ) zo,ooo.oooL 25.ooo.oool
i
2P.0.2.5.01. Pragram : Peningkatan Produksi dan r 25.000.000
Produktivitas Kehutanan V. s e
2P.0.2.5.01.001, |Proyek : Pengadaan Pembibitan
sumber dana PBB Sektor Pedesaan/
Parkotaan.
| (Dinas PKT Kabupaten Belu) 25.000.000
2P.0.3, SEKTOR SUMBER DAYA AIR DAN
IRIGAS] 4.457.464.000 | 935.000.000
12P.0.3.1. SUB SEKTOR PENGEMBANGAN
| SUMBER DAYA AIR 4,282,464,000 845.000.000
2P.0.3.1.01, Program : Peningkatan Sumber Alr Berslh 845.000.000
12.0.2.1.01.00 Proyek : Penyesdiaan dan Pengelolaan
i Alr Bersih Perkotaan,sumbar dana kihusu
l (Dinas PU Kabupaten Belu) 250.000.000
‘l [7.0.3.1.01.002 iProyek F’enyediaaﬁ dan Pangslolaan
| Air Bersih Pedesaan, sumber dana
! khusus,
{ (Dinac PU Kabupaten Belu) 424,000,000
|
|2P.0.3.1.01.003 | Proyek : Pembinaan Petanl Pemakal Alr
| (P3A) sumber dana Umum,
| (DInas Pertanian Kab. Belu ) 35.000.000
i ;
|2P.0.3.1.01.004 ‘Proyek Penyehatan Lingkungan Pemukl—
! man Pedesaan, sumber dana khusus
| | (Dinas PU Kabupaten Belu) 136.000.000
| { o
;2‘3 0.3.2 ! SUB SEKTCR IRIGASI 3 17 5.000.000 90.000.000
‘ |
|
! 2R.0.8.2.01 [ Pregram | Pengembangan dan T 90.000.000
\F‘engelo\aan Jaringantrigasit | = m s s -~
!
2P.0.2.2.01.001 |Proyek : Pembuatan Saluran Irigasi,
surmnber dana Umum,
! | {DInas PU Kah. Belu ) 90.000.000
\ I
20.0.4. ‘. SEKTOR_TENAGA KERJA o 0 0
; |
2P.0.4.01 | SUB SEKTOR TENAGA KERJA 0 OJ
| I [ [




KQDE
ANGGARAN
217.0.5.

2P.0.5.2.
2P.0.5.2.01.

22.0.5.2.01.001

2P.0.5.2.01.002

27.0.5.9.

2P.0.5.3.01.

2P.0.5.4,

2P.0.5.4.01.
2P.0.5.4.01.00)
2.0.5.4.01.002
2P.0.6.

2.0.6.1.01.

2P.0.6.1.01.

2P.0.6.1.01.001

2P.0.83.3.01.001.

PROGRAM, PROYEI(/SUB PROYEK,

YANG LALU

IN1

SEKTOR PERDAGANGAN
HEUANGAI DAN KORERAS!

SUB SEKTOR PENGEMBANGAN
LISAHA DAERAH

Rrogram .
Dacrah,

Peningkatan Usaha

Moyalc: Menyartaan Modal NMameortntah

{Daerah kepada-BIPL N1 Cabang

Alamibzua, sumber dana PBB seklor
Peartambangan,
(Bagisn [Keuangan Selda Belu)

Proyak : Penyartaan Modal Pemerintah
Danroh kepada Perusahaan Dasrah
Belu Bhakll, sumber dana PBB sekior
Pertambangan,

(Ragian iKeuangan Setda Belu)

SUB SEKTOR KEUANGAN DALRAH

PEMGEMBANGAN USALA DAERAH |

L 2000000 )

320.000,000

10.000.000

'30.000.000

50.000.000

30.000.000

10.000.000

20.000.000

150.000.000

Program : Peninglatan Adminictrast
Keumngan Daerah

FProyalt: Pengembangan Administrasi
Leuangan Daerah/Gall, sumber dana
dana Umum,

(Bagian IKeuangan Setda Balu)

SUB SEKTOR KOPERASI DAN
PENGUSAHA IKECIL

Frogram : Peningkalan Pasar
Inpres dan Pengusaha iKecll.

Projyak Ponyedlaan Sarana Usaha
dan Pelalihan, sumber dana umum,
(Bagian Perelconomlan Setda Belu)

Proyex Pengembangan Industri
cdan Pardagangan, sumber dana

SEKTOR_ TRANSPONTASI

SUB SEKTOR PRASARAN JALAN

Program ; Peningkalan Prasarana
Jalan,

Proycl Pambangunan Jalan Kabupalen
sumber dana Khusus.
| (Dinas PU Kab. Belu)

umum. (Baglan Perekonomlan Seotda Belu)

661.000.000

150.000.000

150.000.000

140.000.000

140,000,000

50.000.000
90.000.000

___7.077.947.700 3.945.000.000
7.077.947.700 4.945.000,000
8.945.000.000

3.400.000.000




] KODE
ANGGARAN

FROGRAM, PROYEK/SUB PROYEK.

]

ANGGARAN TAHUN| ANGGARAN TAHUN
YANG LALU INT

2P.0.6.1.01.002

2F.0.6.1.01.003

21 0.6.4.01.004

01.001,

[Proyek : Pembangunan Lanjutan

| Terminal AKAP (Pelataran), Rehab
‘Terminal Kota, dan Pengadaan
rrambu lajulintas, sumber dana umum,
‘i(D‘mas LLAJ Kab. Belu)

%Proyek . Pernbuatan Jalan Trotoar

idan Pernbuatan Saluran dalam Kota

[ Atambua dan Bronjong Kall Talau |

tsumber dana Umum,

1 (Dinas AU Kab. Balu)

|

EPmypk Revisi RT/IRW Kabupaten dan

iLand Consclidation ( LC), sumber

i dana uraum.

‘i(Kantor Bappeda Kab, Balu)

SEKTOINPENTAMBANGAN RAKYAT
'DAN ENERG!

SUB SEKTOR PERTAMBANGAN

SSKKTOR PARIWISATA DAN
TELEKOMUMIKASI DAEPAE

1
!
i
{
|
!
]
|
|
1
| |
} SUB SEKTOR PARIWISATA
i

|

‘Frrogram @ Pengaembangan
Produksl Pariwisata

{
Proyek Pengambangan Chyek
'\Wisais di Kabupaten Belu dan
j~agelaran Budaya Timor, sumber
I dana urnum,

1 {Dinag Pariwisata Kab. Belu)

Frogram @ Pembinaan dan Pengem —
bangan Pers Radio.

(
\ -
[\F’rc:yek . Peningkatan Pers Radio,

fsumber dana PBB Sektor Pertambangan
{{Bagian Humas Setda Belu)

royek @ Pengadaan 388, sumber
FER Sekitor Pertambangan.
{Bagian Umum Setda Belu)

270.000.000

150.000.000

125.000.000

:

304.000.000 250.000.000

220.000.000 200.000.000

|
|
|

200.000.000

200.000.000

- .84.000000} . ...50.000.000

£0.000.000

25.000.000

25.000.000




i |
| . KODE

|

L _ANGGARAN,

o
e
O
Q

s
cr

.0.6.3.01.0G3

2.0.9.4.01.c0t

2P.0.9.4.01.002

Y
5
o)
‘0
Ea
>
D
1

(%]

2‘3u [0.1.01.001

| PROGRAM, PROYER/SUB PROYEK.
[
B

YANG LALU

ANGGARAN TAHUN

ANGGARAN T/\HUN
I NI

SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PEMUKIMAN

SUB SEKTOR PEMBANGUNAN
DAERAH BAWAHAN

|
|
l
!
|
|
|
|
|

SUB SEKTCR PEMBANGUNAN KOTA

3.973.555.000

353.765.000

492.300.000

0

0

0

SUB SEKTOR PEMBANGUNAN DESA

1'8.442.755,000

284.000.000

Prograrm :
| Desa,

Peningkalan Pembangunan

Proyek : Pembinaan Kecamatan
sumuoer dana Khusus,
(Kantor PMD Kabupaten Belu)

Proyek : F’engémbangan Kecamatan
(PPK), sumber dana Umum
i(_Kamor Bappeda Kabupaten Belu)

Pioyak . Dana Fendamping Pombea ~
ingunan Prasarana Pendukung Desa
i Tertinggal (P3DT). sumber dana
Umurs, ]

{(Kanlor Bappedu Kabupalen Belu)

|
|| SUR SFKTOR PEMUKIMAN
|

| Program : Peningkatan/Pemukiman
Penduduk,

Proyex : F‘embmaan ketentraman dan
=neruban Fenduduk, sumber dan
BB Sekior Pertambangan.
(E gian Trantio Si_tda Belu)

|Proyek : Penataan batas wilayah ke -

! camatan dan Desa, sumber dana

(PR8 Sokicr Perfambangan

| (Bagian Tata Pemnerintahan Setda Belu)
|

IPrayek ' Penataan batas wilayah
(Kacamatan dan Dasa sumbar dana

| P&EB sektor Pertambangan.

H{taglan Tata Pemerintahan Setda Belu)
I

SERTSRH LINGKUNGAN HIDU

3
DAN TATA HUANG

SUB SEXTOR LINGKUNGAN HIDUP

rogram ; Pelestarlan Alam
dan tingkungan Hidup.

e Bantuan Khusus Penghijauan
umier dana khusus.
Dinas PKT Kah. Reli)

._J\I

l
i
|
|
!
I
e
|
|
|
|
!
]
|

38.500.000

284.000.000

80.000.000

90.000.000

114.000.000

69.785.000

ol 1,482.653.000

69,765,000

20.000.000

30.,000.000

18.765.000

1.207.500.000

1.482.653.000

1,207.500.000

1.207.500.000

797.500.000




KOOE
Ar{GGARAN

PROGRAM, FROYEK/SUB PROYEK.

ANGGARAN TAHUN
YANG LALU

ANGGARAN TAHUN
PN

2P.0.10.1.01.002

2P.0.10.1.01.004

|
l

2P.0.10.1.01.005

2P.0.11.
2P.0.11 1
}2P.0.11.1.01.
2P.0.11.1.01.001

2P.0.11.1.01.002

|
%2)’-‘.0.11,1.01,003

0
0
(o]

1.01.004

2P.0.11.1.01.005

i
2P.0.10.1.01.003

‘i Tekhnalogi Tepat Guna dan Pemblnaan |

| Proyek Penataan kelembagaan
sumibher dana umum,
(Bagian Organisasi Setda Balu)

Proyek : Penyehatan Lingkungan Pe~
(Bagian Lingkungan Hldup Setda Belu)

Proyek : Penyusunan Neraca Kualiias
Lingkungan Hidup (NKLHD) dan
PPLH, sumber dana uinum,

(Baglan Lingkungan Hidup Setda Belu)

royak : Panyusunan Propeda dan
Penelltian Dampak Proyek — proyek
Pembangunan, sumber dana Umum.
(Kantor Bappeda Kabupalen Belu)

SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASICNAL KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA

PEMUDA DAN OLAH RAGA -

mukiman Parkotaan, sumber dana khusug,

01 48,601.000

1 75.000.000

200.000.000

55.000.000

80.000.000

1.568.783,000

SUR SEXTOR PENDIDIKAN

Program Penlngkatan Pendldikan
Sekolah Dasar {SD).

tProyek | Pembangunan dan Revitalisasl
fan dan Mi, surnbar dana khusus
H(Dinas PU Kab, Balu)

'Praoyek : Peningkatan Pemantapan
Keicmbagaan (LKMD), Pemblnaan

i Parnbangunan Dese, Pernbinaun
iPenanggulangan Pekerla Anak (P2ADT),

LKMD, sumbar dana umum,.
(Kantor PMD Kabupaten Belu)

Proyek : Pengadaan Buku Raport 3D,
sumber dana PBB Saktor Pertam -
bangan (Dinas P dan K Kabupaten Belu)

Proyek: Rehabilitasi Asrama Belu,
sumber dana Umum,

{Dinas PU Kanupaten Belu)

Picyek: Pengadaan Tenaga Guru
UF3 sumber dana PBB sektor Fer—
farmbangan,

(Dinas Pdan K Kabupaten Belu)

5.723.601.000

1.488,783.000

1,418.783,000

1.056.263.000

195.000.000

40.000.000

60.000.000

67.500.000
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~
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'| KOLE PROGRAM, PROYEK/SUB PROYEK. IANGGARAN TAHUN] ANGGARAN TAHUN | =
! ANGGARAN | YANG LALU N
2P.0.11.1.02, Program : Pemblnaan Pendidikkan ]
IManargah. | 70.000,000
2P.0.11.1.02.001. |Proyek : Peningkatan SPK Daerah ‘r
Atambua, sumber dana Umum. E
{Dinas Kesehatan Kabupaten Belu) 70.000.000
2r.0.11.4. SUB SEXKTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA 25.000.000 100,000.000 |
' ! T !
IEP.0.11.4.O1. {Program : Pemblinaan dan Pengem -
I \bangan Pemuda, 100.000.000
| T T e b
[9P.0.11.4.01 001 [Proyek - Pambinaan Pemuda dan
[ Olah raga dan Mantal Spiritual sarta
l | serta penanggulangan Bencana
| |Alam, sumber dana Umum.
Il {(Baglan Soslal Setda Belu) 100.000.000
f
2P.0.12. | SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN
{ KELUARGA SEJAHTERA | 20.000,000
. f
2P.0.12.4. ‘: 3UB SEKTOR KEPENOUOUKAN
i DAN KELUARGA BERENCANA 20.000.000
2P.0.12.1.01, ‘Program Kependudukan dan Keluarga
1Berancana 20,000.000
‘QF‘.O. 12.1.01.001. | Proyek : Pencatatan dan Kutipan Akie
| sumber dana PEB Sektor Pedasaan /
! Perkotaan (Kantor Catatan Sipil Kab.Belu) 20,000,000
2P.0.18, SEKTOR KESEHATAN,
1 [ KESEJAHTERAAN SOSIAL, PERANAN
i ; WANITA, ANAK DAN REMAJA 1.266.984.000 351,911,000}
[
§2P.O.13.1. E SUB SEKTOR KESEHATAN 101.000.000L 176.,911.000
] | )
2P 0.13.1.07. |Pragram : Pelayanan dan Rehabililasi
} {sOsia). - 176.911.000
1 I I ___________
12P.0.13.1.02.001 | Proyek : Pengadaan obat—obatan
" luntuk Puskesmas, sumber dana
Umum,
{ I1Dinas Kesehatan Kabupaten Belu) 35.000.000
| e
2P.0.13.1.02.002 ]P.'oyek : Operasicnal dan Pemeliharaan
- Rumah Sakit (OFRS3), surnber dana
“IKhusus
%(RSU Atambua) 111.911.000
22.0.13.1.02.003 [Proyek : Pengadaan Obat—-obatan i
J funtuk Rumah Saklt, sumber dana. |
! L
‘l {(R3U Atambua) 50.000.000
l |
12P.0.13.2. ! SUB SEKTOR KESEJAHTERAAN | [
| { SOSIAL L 1,037.326.000 0
| { i
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KODE l PROGRAM, PROYEK/SUB PROYEK, |ANGGARAN TAHUN ANGGARAN TAHUN
ANGGARAN | YANG LALU INJ
] [ .
2P 0,133, | SUB SEKTOR PERANAN WANITA,
} ANAK DAN REMAJA 128.658.000 175.000.000
; : {
! }
| jzPoasa.oe. [Program : Feranan Wanita Anak dan
|Remaja. 175.000.000
l T
2h.0.15.5.02.0014 i ‘royer | Fengembangan Kelangsungan
(Hicup, Perkembangan dan Perlindungen
[tbu dan Anak (KHPPIA), sumber dana
iumum.
| (Kanlor Eappedu) ‘ 175.000.000
- i
"P.N.14 { SFEKTOR PFRUMAHAN |
! DAN PEMUKIMAN ‘ 2.250,000.000| __ 312.000,000
2P.0.14.1, 3UB SEKTOR FERUMAMAN
DAN PEMUIKIMAN | 2.250.000.000 312.000.000
@F0.14,1.02, Program Perba'\kﬁﬁ Parumahan
dan Pomukiman, | 312.000.000
#P.0,14.1.02.001 | Proyek : Perbalkan Perutnahan dan
| . Permukiman Pedesaan, sumber dana
Khusus Diras PU Kab. Belu.). 312.000.000
2P.0.15 | SEKTQR_AGAMA, 9 9
P | :
ARG ‘i SEKTOR ILMU PENGETAHUAN
l DAN TEKNCLOGI, : 347.571.000 292.637.875
'l
2P0t ISUB SEKTOR PENGEMBANGAN ILMU
|\ PENMGETAHUAN DAN TEKNOLOGH, : 100.009.000 | 100.000.000
! |
PH.0.16.1.01.001 {t—'mypk “aningkatan Fenerangan
alan dajam kota Atambua dan
sckitarnya, sumber dana PBB Sekitor
Ferkolaan ( Bayiun Perlengkapan-~ - o] 100,000,000
|
| Setda Belu). |
| |
0P.0.18.8 ‘, SUE SEKTOR PENELITIAN, L 247.571.000 192.637.875
2F.0.16.3.01. Program ; Pembinaan Kelembagaan,
Jmu Pengetanuan dan Teknolagi 192.637.875
e e B
2P.U.16.4.01.001, [ Frovek Sistim Pendataan dan FPen ~
i deftaran Subyek Pajak. Pos dan !
‘Pemantau Gallan C dan Rehab Los !
i Pasar Baru, sumber dana umum. 100.000.000
[{Disnenda Kah. Belu )
l
28.0.18.2.01.002. } Proyek Pangadaan Sound Sistem
'!sumber danea PBB sektor Pertambangan
[{Bagian Umum Setda Belu), 20.000.000

{ sumber dana PBB sektor Pertam -
Ibdnqan (Dlnas P dan K Kabupaten

i
|
'.i,_ 7..16.3.01.003 {Proyek Manajamen Kepala Sekolah |
{
!
! Feoiul.

17.637.87%




T

KQDE PROGRAM, PROYEK/SUB PROYEK. |ANGGARAN TAHUN-{ ANGGARAN TAHUN
ANGGARAN YANG LALU I N
2P.0.16.3.01.004 [Proyek Pemblnaan Raket Pamong
Praja, surmbaer dana PBB Sektor Pede -
saan [/ Perkotean (Bagian Tate Pem,
Setda Belu) 30.000.000
2F.0.16.3.01.005 | Proysk Pembsbasan Tanah—-tanah
Dinas Pamda. sumber dani FBB sektor
Perkotaan / Pedesaan { Bagian Tata
Pemerintahan Selda Belu) 25,000,000
| _
2P.0.17 | SEKTOR HURUM 45,000,000 100,000,000
2P.0.17 1 ( SUB SEKTOR HUKUM 45.000.000 100,000.000
2P.0.17.1.01 Program : Hukum 100,000,000
i P e e e e -
2R.0.17.1.01.001 |Proyek Pembinaan sarana can pra - i
sarana hukum, sumber dana umum. ! 100.000,000
(Baglan Hukum Selda Belu) ]
2P.0.18 SEKTOR APARATUR PEMERINTAL4 l
DAN PENGAWASAN | 2.50e.421 oooi_ .. 2.105047125
b B-ULAA-E S SRS
2P.0.13.4. !___‘_l~ B SEKTOR APARATUR PE MFP_L_A+ | . :?.522.903.000!; 1,.915.047.125
' I
2P.0.18.1.01. iPrc.c,ram . Paningkatan Mutu i 470.000.125
I paratyr Pamariniah 1 ____________
|
|
2P.0.18.1.01.C01, | Prayek : Penyelesalan Tunggekan |
FPenertiban Sistem Informas! !
Manjarnen Kependudukan (S 'r.duk\ |
sumber Jana PEB 109% Hak Pusa !
lkepada feamda Tkl (Sagian Tatd |
j [FPemariniahan Salda Belu), | 208,000,125
2P.0.18.1.01.002 |Froyek : Pengadaan Komputer Mlckdesk, !
Kendearaan rods empat can roda dua !
| tuntuk DPRD surnber dana umum l',
|< Bagian Perlengkapan Sstda Balu ) ‘ 120.000.000
|
2P.0.12.1.01.00% IF’roy :x . Pembekalan ADPRD, sumboer f
}rlrm sumurn (Sekretariet DPRD Kaly, Belu) ( $0.000.000
2P.0.13.,1.01,004 |Proyek : Pengadaen kendaraan roda i
arnoat sumber dana PBB Sektor Per- \
Hambangan ( Bagian Pardengkapan :
|Setda Belu). 84.000.000
{ {
; i
2P.0.18.1.02. Program : Prasarana  Fisik l ‘
|'35xmonu Fraja. 845,047,000
2P.0.18.1.02.001. lRoyak Senreus Barang Miik
)Pemermlan Sumber Dana FEB
lgva&t:)r ertambangan, (Begian Perlang— 20.000,000
. kapan Selda Belu)
2P.0.18.1.02.002 |

rroyem Fernbartgunan Rumah
| Jabatan Sekwlida, sumber dana

lumurﬂ. { Dinas PU Keb, Belu ).

200.047.000
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1 KODE- 7} FPROGR AM, PROYEK/SUB PROYEK, wANGGARAN TAHUNi ANGGARAN TAMUN
!-L ANGCARAN J’ YANG LALU INI
v 1
| t
|2P.0,18.1.02.0038 | Proyek Rehabliitasi Gedung DPRD,
! I sumber dana umum { Ragiah Perleng -
: ‘kapan Sstda Belu ), 40.000.,000
|
2P.0.18.1.02.CC4 {Provyak : Rehabilltasi Kantor Bupatl Bary,
seklor Parlambangan (Bagian Perleng -
‘ xapan Sctda Belu). 75.000.000
2P.0.18.1.02.005 | Proyek Fembangunan lanjutan Kantor
?, ppeds, sumber dana umum (Dinas
FU Kab. Selu),

250.000.000 |

PP 0OAB1.02.006 | Prayak Femelinaraan alat herat

Wurr\.,nuy) surnbar done PEE, Sektor

i
\
| Pertampangan (Dinas PU Kab. Belu). 20.000.000

|
|
{
|
|
!
i
P

2P 0.18.1.02.007 i Proyex Pengadaan Zarana dan
‘ ‘ | Frasarane Kantor Mangeiahan Cata
15 eikfronik, sumbar dana PHBE
seitor Partambangan { Kanter PDE
Kabupaten Belu},

40.000.000

Parmerintnh 800.000.000

i
|
2P 0.16.1.03, | FProgram . F’énertlbnn Anaratur
|
l
!

l
)
l
12P.0.18.1,03.001 | Froyek @ Paningkatun Pandaya~

i _ | qgunaan Aparatur Negara/Daerah,

; Sumber Dane Limum. (Bagian Kepega-—
l

!

12

!

§50.000,000
waian Setda Balu).

2P 0,18, 1.03.00?1 iProvex : Perencanaan Umum Pem--
bangunan Datill, Sumbar Dana Umum

(Kantor 'o‘appeda Kab. Belu), 250.000.000

l2p 0.13.2.
SISTEM FELAKSANAAN PENGAWASAN

SUE SEKTOR F‘L'\ AYAGUNAAN |
{ 71.728.000 190,000,000

rogram Pendayagunasn Sistem

B
Dan Peiaksanaan Pengawasan 190.000.000

1
i
! l
\ -
PP (01.18.2.01. ‘
j |
\

:290.18.2.01 001 {Provek : Peningkatan Pengawasan

Fungsional, sumber dana urnum (Kantor
Itwilkab Balu). $0.000.000
l

12P.0.18.2.01.002 |Provek Peningkatan Pengawasan .
!

csumber dana PBB sekior Pertambangan

l(Kantor ltwilkab Belu). 40.000.000

AHdministrasi Proyek Dati ll, Sumber Dana
tmurm ( Bagian Penyusunean Program
{Setda Bealu).

I

)

i,

:2P.0 18.2.01.003 !Proy@S/ Pengendalian dan Pambinaan
!

1

i

60.000.000
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i KODE‘ FROGRAM, PROYEK/SUB PROYEIK. ANGGARAN TAHUN| ANGGARAN TAHUN
| ANGGARAN YANG LALU IN |
! SEKTOR PCUTIK PENERANGAN ' !
2P.0.19. \i DAN MEDIA MASA 86.000,0001 70.000.000
j [ '
2P.0.18.1. SUB SEKTOR POLITIK 85.000.000 70.000.000
2F.0.18.1.01. Prograrn . Fembinaan FPolitik Dalam 70.000.000
Neger,. 1 e e, -
' [
2P.0.19.1.01.001 |Proyck Pembinaan Polliik Dalam Megert, l
Sumber dana umum (Kanlor Sosial Politik
| Kabupaten Belu), 70.000,000
, 2P.0.20, SEKTCR KEAMANAN DAN
! i KETERTIBAN UMUM | 140.000.000 50.000.000
] |
SUB SEKTOR KEAMANAN DAN |
i 12P.0.20.1, - KETERTIBAN UMUM 140.000.000 50,000,000
( 2P.0,20.1.01, Program : Keamanan dan Ketertiban :
‘ Umum, £0.000.000
2F.0.20.1.01.001. | Proyek : Peningkatan Dan Pegembangan
Partahanan Sipil, sumber Dana Umum
) (Kantor Mawil Hansip 2004 Belu), 50Q.0C0.000

C+\123R2ZA\APFBONPROBUK « WK 1NJGH . 2060




REKAPITULAS! REALISASE FISIK KEUANGAN (RFK — 1)

Lampiran v ;e

PROYEK ~ PROYEK TAHUN ANGGARAN 2000

Bulan: Desembar 2000

Instans| Pimpro / Reallsasl :

. Nama Proyek / Baglan Proyek Dana Keterangan
No yek /Baglan Froye 2na (Rp) Pengelofa F K a
T : e S - D

. DANA UMUM
1 {Pembinaan Petani Pemakal Alr  (P3A) 35.000.000 gg:::nlan Anton Ngere | 100,001 100,00
y : B
2 |Peningkatan Produk Tanaman Pangan 85.000.000 glenrta:nian Gabriel Ngasi| 100,00 99,10 | disetor kembali
Pengembangan Tanaman Dinas Gaspar Bria
3 Perdagangan 85.000.000 Perkebunan Seran 100,00 | 100,00
Penanggulangan Penyakit Temak
Besar ~ Sensus Temak dan Dinas Ir. Yeremias
4 Penyelesaian Rumah Potong Hewan 115.000.000 Peternakan K. Taek 100,00 | 100.00
(RPH)
Peningkatan Sarana Produksl Dina
5 |Perikanan Laut dan Rehabilitasi 100.000.000 pmriks Kali Andreas | 100,00 { 100,00
Tambak lkan Etuwain enkanan
L . Stef M.
6 |Pembuatan Saluran lrigasi 90.000.000 |Dinas PU Suparman 100,00 | 100,00
Pembuatan Jalan Trotoar & Blasius Besi
7 {Pembuatan Saluran dalam Kota 150.000.000 |Dinas PU M;SIUS est 100,00 | 100,00
Atambua dan Bronjong Kali Talau a .
8 |Rehabilitasi Asrama Belu 60.000.000 |Dinas PU Stef F. Ladjar| 100,00 | 100,00
Micdesk Kendaraan Roda 4 dan Roda Bagian '
91, untuk DPRD 120.000.000 Perlengkapan Marsel Seran’| 100,00 | 100,00
Pembangunan Lanjutan Kantor ; .
10 Bappeda 250.000.000 |Dinas PU Askian Isa 100,00 | 100,00
Sistem Pendataan dan Pendaftaran Donat
11 ! Subyek Pejak, Pos Pemantau Galian C 100.000.000 |Dispenda Belu Bona gt_{ 100,00 { 100,00
& Rahab Pos Pasar Baru ere,
Pembangunan Lanjutan Terminal Yohanes
12 |AKAP (Pelataran), Rehab Terminal 270.000.000 |Dinas LLAJ Szku”‘“’ 100,00 { 100,00
Kota & Pengadaan Rambu Lalu Lintas
Pengembangan Obyek Wisata di Kab. Dinas . : Dalam Proses
13 Belu & Pegelaran Budaya Timor 251.000.000 Parlwisata Sifronius Ase | 80,00 | 100,00 Penyslesaian
14 |Peningkatan SPK Daerah Atambua 70,000,000 |Dinas Ana Berkanis | 100,00 | 100,00
Kesehatan
, Drs.
15 Pangadaan Obat-Obatan untuk 35.000.000 Dinas Yoremias 100,00 | 100,00
Puskesmas Kesehatan Taok
Pangadaan Obat-Obatan untuk Rumah RSUD Yohanes
4
6 Sakit 30.000.000 Atambua Nepa Fay 100,00 ] 100,00
Revisl PJM P3KT den Leand Kantor ir, Katharina
17 Consolidation {(LC}) 120.000.000 Bappeda F. Saik 100,00 100,00
Program Pengembangan Kecamatan Kantor Verini C.
18 (PPK) 90.000.000 Bappeda Manek_S.Pt 100,00 { 100,00
Penyusunan Properda dan Penelitian Kantor R. Th. J.
19 Dampak Proyek-Proyek Pembangunan 105.000.000 Bappeda Manek, S.Pt 100,00 100,00
Drs.
20 Perencanaan Umum Pembangunan | 260.000.000 Kantor Hendrikus 100,00 | 100,00
Daerah Kabupaten Bappeda Mau
Pengembangan Kelangsungan Hidup, Kantor
21 |Perkembangan dan Porlindungan {bu 175.000.000 Bappeda Mollo Gabriel | 100,00 | 100,00
dan Anak (KHPPIA ) : i |
Peningkatan, Pemantapan
Kelembagnan LKMD dan Program Dra. M. K. 100.0
22 Peningkatan Penanggulangan Pekerja 195.000.000 |Kantor PMD Eda Fahik 100,00 00,00
Anak (P2ADT) )
ikt
23 [Pembinaan Polik Dalam Neger | 70.000.000 |Kantor Sospol | “* | 100,00 | 100,00
: . . , Drs. Pstrus
24 'Peningkatan Pengawasan Fungsional 90.000.000 |Kantor ltwilkab Hela Mau 100,00 | 100,00
Peningkatan c?a_n Pengem-bangan: 50.000.000 | Mewit Hansip Nikolas Klau, 100,00 | 100.00
Pertahanan Sipil 8.Sc R
Pengambangan Administrasi - Bagian 160.00 | 100.00
Keuangan Daerah/Gaji 150.000.000 Keuangan H.J. Letto . .
Bagian Ors.
27 |Penyodiaan Sarana Usaha L 50.000.000 Pa?ekonomian Remigius 100,00 | 100,00
Halek




A

NoJ

Instans! Pimpro / Reallsasli Kot ’
Nama Proyek / Baglan Proyek ] Dana (Rp) Pengelola Pimbagpro = K crangan
11 B T e e e e i - o 7 g ]
. . Drs.
28 |Pengembangan Industi dan 90.000.000 239187 |Remigius | 100,00 | 100,00
Psrdagangan Perekonomian
Halek
Bagian Daniel
100,0
29 |Penatann P_.<e|embngaan 75.000.000 Organisas| Kapitan, S.1P 100,00 0,00
Penyusunan Neraca Kualitas Bagian Lingk. |Marselinus -
30 {Lingkungan Hidup Daerah (NKLD) dan 74.000.000 |- odtan Lingk. |arsel 100,00 | 100,00
PRLH Hidup Nahak, ST
Program Pembinaan Pemuda, Olah
31 |Raga dan Mental Spritual serta 100.000.000 |Baglan Sosial |Yakobus Asa| 100,00 | 100,00
Panangqu-langan Bencana Alam
32 :Ez‘ub:““ Serana dan Prasarana 100.000.000 |Baglan Hukum |Maria Lotu | 100,00 | 100,00
N Bagian Kehi
33 [Rehabilltasi Gedung DPRD 40.000.000 Perlengkapan | Theodorus 100,00 | 100,00 W
Sekretariat |0
34 |Pembakalan Anggota DPRD 60.000.000 |2 5€® Vinsensius | 100,00 | 100,00
DPRD . K
napu
Peningkatan Pendayagunaan Aparatur Bagian J
35 Negara/Daerah . 573.300.000 Kepegawalan L. Stef Hale 100,00 | 100.00
Pengendalian dan Pembinaan Baglan P.
36 Administrasi Proyek Dasrah 60.000.000 Program Gaspar Klau 100,00 | 100,00 1
Bagian Kehi ]
37 |Pembangunan Rumah Jabatan Sekda 220.747.000 Perlengkapan | Theodorus 100,00 { 100,00
Lo i sondumlahbdan e S b 4.584.047.000: .. 100,00 | ..99,08
1l. DANA KHUSUS
A Pembanqunan Prasarana Umum
Perhubungan dan Penanganan Jalan . .
1 Kabupaten/Kota (PPJK) 3.400.000.000 |Dinas PU Paulus Lina 100,00 | 100,00
Perbaikan Perumahan dan . .
2 Permukiman Perdesaan 312.000.000 Dinas PU P. Adoe Kadji| 100,00 100,00
Penyehatan Lingkungan Permukiman . Kima
3 Perdesaan 136.000.000 |Dinas PY Agustinus 100,00 { 100,00
Penyediaan dan Pengselolaan Alr . Gaudensius
4 Bersih Perdesaan 424,000.000 |Dinas PU Wilik 100,00 | 100,00
Penyehatan Lingkungan Permukiman . Kima
5 Perkotasn 2q0.000.000 Dinas PU Agustinus 100,00} 100,00
Penyediaan dan Pengelolaan Air
6 Bersih Perkotaan 250.000.000 {Dinas PU Yohanes Tefa| 100,00 | 100,00
B. Pelayanan Sosial Ekonomi
7 |Pembangunan dan Revitalisasi SD/MI 1.056.283.000 | Dinas PU g":ﬁ;’;’;l 100,00 | 100,00
Operasi dan Pemeliharaan Rumah RSUD
8 Sakit . 111.911.000 Atambua Rosa G. Asa | 100,00 { 100,00
C. Paningkatan Produksi
Panyuluhan Pertanian Lapangan Syahrir
9 (8PPL) 186.821.000[BIP P Pualapu, S.Pt 100,00 | 100,00
Pemberdayan Penangkar Benih/Bibit Dinas Ir. Frido
10 Pertanian 88.000.000 Pertanian Siribein 100,00 100,00
D. Penanganan Lingkungan Hidup_
. . Gabrief J.
11 {Penghijauan 797.500.000 |Dinas PKT Kono 100,00 | 100,00




~

"~

instans! Pimpro / Reallsas! Keteranas
|No Nama Proyek / Baglan Proyek Dana (Rp) ngelola Pimbagpro 5 K eterangan
11: S e R R 7. 8
E. Pembinaan Daerah Bawahan &
Masyakat
12 |Pembinaan Kecamatan 80.000.000 |Kantor PMD gsgg:ikus 100,00 | 100,00
F. Pengembangan Wilayah &
Masyarakat
Pemberdayaan Ekonomi Rekyat Sub Dinas . .
13 Sektor Pertarian 1.102.370.000 Portanian Herman Klau | 100,00 99,92 | disetor kembali
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Sub Dinas .
14 Sektor Perkebunan 817.634.500 Perkebunan Marse! Fahik | 100,00 | 100,00
Pemberdayaan Ekonom! Rakyat Sub Dinas Yohanes
15 Sektor Perikanan 663.073.650 Perikanan Seran, S.Pi 100,00 | 100,00
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Sub Dinas Ir. Alfons
6 Sektor Peternakan 1.787.859.000 Petarnakan Manek 100,00 | 100,00
. Ors.
17 [Pembordeyaan Ekonomi Rakyat Sub 529.062.850 [B298"  Ipamigius L. | 100,00 | 100,00
Sektor Perekonomian Perekonomian Halek
Pembangunan Prasarana Dasar Mesak
18 |Permukiman Masyarakat dan 5.710.000.000 |Dinas PU esax 100,00 | 100,00
. . Pollolessi
Pengungsi Timor Timur
. - Kantor Verini C.
19 |Pemblinaan, Monitoring dan Sosialisasi 150.000.000 Bappeda Manek, S.Pt 100,00 | 100,00
JJamtbah Il danr%: . .. .17.802.515.000 100,00 99,89
. DANA JARING PENGAMAN
SOSIAL (JPS)
1 Program Makanan Tambahan Anak
Sekolah (PMTAS)
Dana Non Pendamping
Rp. 1.738. 747 - 1,738.747.000 |PMD Subeni 9823 | gg,7g| Sesuai Tehun
Hendrikus Ajaran
5 Dana Operasional dan Pemeliharaan
SDMI
Dana Non Pendemping
Rp. 644.843- 644.843.000 |Dinas P dan K (=57 | 100,00 | 100,00
Dane Operaslonal dan Pemeliharaan Dinas
3 Puskesmas Kesehatan Anton Koy 100,00 | 100,00
Dana Nop Pandamping
Rp. 542.178,- Dinas
542.178.000 Kesehatan Anton Koy 100,00 | 100,00
4 Pengembangan Kecamatan/PPK
Pedesaan
Dana Non Pendamping
Rp.86.250,- Verini C.
86.250.000 |Bappeda Manek, S.Pt 100,00 | 100,00
5 [Proyek PDM-DKE 982.447.000
a.BOP 85.000.000 {Bappeda M. Baba 100,00 | 100,00
b. Bantuan Manajemen | 150.000.000 {Bappeda M. Baba 100,00 | 100,00
c. BLM 746.647.000 |Bappeda M. Baba 100,00 { 100,00
Pengembangan Ekonomi Masyarakat
6 |Di Daerah-PPW PEMD-PPW
(NTAADP)
Oana Pendamping
dan PLN Mak 5675
Total Rp 2.650.000.000,-
2. Pembinaan dan Operasional 250.000.000 | Bappeda Ors. M. Baba | 100,00 | 100,00
b. Bantuan IMS Dinas Ir. Erens Dalam Proses
2.527.000.000 Peternakan Wellem 83,33 83,33 Penyelasaian
Jumlah‘ll-l-dan'r % 5 .6.770.665.000: 98,16 98,33




— Instansi Pimpro / Reallsasl| Keterangan
No Naimna Proyek / Baglan Proyek Dana (Rp) Pengelola Pimbagpro E K g
] ] D R A L - K
1IV. DANA PEMB. PROP.
Operasional Pengairan (Bagian , Drs. M.
1 Proyek) 74.000.000 |Dinas PU Subani 100,00 | 100,00
Pemaliharaan Jalan den Jembatan ., A
2 Propinsi (Bagian Proyek) 119.914.000 |Dinas PU Lodiwik Lobo 76,80 70,39
. L . P. Usboko,
3 |Peningkatan Jalan Propinsi 878.986.000 |Dinas PU ST 100,00 | 100,00
4 |Penataan Kota & Bangunan Kab. Belu 110.000.000 |Dinas PU Prop.|Ir. S. A Nalo | 100,00 | 100,00
& Lembata
Bantuan Pengelolaan Kawasan Meatom
,
5 Lindung 90.511.000 |Dinas PKT Alexander 100,00 | 100,00
6 |Reboisasi 182.000.000 |Dinas PKT  [=2MP8MUS | 456 60 | 100,00
Fernadez
JumiahIV.danr%: | 10455:408.000: ~ 96,13 95,07
V. APBD Kabupaten
: Dinas Ir. Yustinus
1 |Peningkatan Penyuluhan Perkebunan 20.000.000 Perkebunan Nahak 80,00 77,50
Pengembangan Produksi dan Produkt. Dinas Ir. Alfonsius
2 Peternakan 37.500.000 Peternakan Manek 100,00 | 100,00
= -
3 [Pencacahen Ulang Ternak Pemerintah 45.000.000 Dinas . Satq 100,00 88,88 o,OOO,‘OOO “.dak
Petarnakan Marselinus terlayani
4 [Pengadaan Pembibitan 25.000.000 |Dinas PKT R. Wadun 100,00 | 100,00
5 [Peningkatan Pars Radio 25.000.000 |Bagian Humas |Mikhael Ati 80,00 73,60 |
6 |Pengadaan SSB 25.000.000 |Bagian Umum 233:‘“’“‘”"’ 100,00 | 100,00
Pembinaan Ketenteraman d‘an Arnold S.
7 Penertiban Penduduk 20.000.000 |Baglan Trantlb Moruk 100,00 | 100,00
Penataan Batas Wilayah Kecamatan Bagian Tata Alfonsius Dalam Proses
8 dan Desa 30.000.000 Pem. Kehi, S.IP 76.69 76,69 Penyelesaian
Penataan Batas Wilayah Kecamatan Bagian Tata Alfonsius
9 dan Desa 19.765.000 Pemn. Kehi, S.1P 100,00 | 100,00
. John Leki
10 |Pengadaan Buku Raport SD 40.000.000 |Dinas P & K Belle 100,00 | 100,00
. Arnoldus
11 |Pengadaan Tenaga Guru BP3 67.500.000 Dinas P & K Bria, SmHk 100,00 | 100,00
Kantor Marsi
12 |Pencatatan dan Penertiban Akte 20.000.000 |Pencatatan arsianus 100,00 | 100,00
Sipil Loe Mau, SH
reningkatan Penerangan Jalan dalam Bagian Marselinus
3 Kota Atambua dan sekitarnya 100.000.000 Perlengkapan |Seran 100,00 100.00
14 {Pengadaan Sound Sistam 30.000.000 |Bagian Umum |Ulu Kornelis 100,00 | 100,00
15 |Manajemen Umum Kepala Sekolah 17.637.875 |Dinag P & K Arnoldus 100,00 100,00
Brla, SmHk
. : ) Beglan Alfonsus
16 [Pembinaan Raker Pamong Praja 30,000,000 Tatapem Kehi, SIP 100,00 | 100.00 L
17 |Pembebasan Tanah-tanah Pernda 26.000.000 |229ian Petrus Diita. | 490,00| 100,00
Tatapem SIP
Penyusunan Pertanggungjawaban Baglan Petrus Dijita,
18 Bupati 19.765.000 Tatapem S|P 100,00 | 100,00
Penyelesaian Tunggakan Penertiban Bagl Alf .
19 |Sistem Informasi Manajemen 126.000.125 aglan onsu 100,00 | 100,00
Tatapem Kehi, SIP
Kependudukan
Bagian Marselinus
20 |Pengadaan Kendaraan Roda Empat 84.000.000 Perlengkapan |Seran 100,00 | 100,00
.. Bagian Marselinus
21 | Sensus Barang Milik Pemda 20.000.000 Perlongkapan | Seran 100,00 | 100,00
' . . {Bagian Kehi
22 |Rehab Kantor Bupati Baru 75.000.000 Perlongkapan | Theodorus 100,00 | 100,00
23 |Pemeliharaan Alat Berat 20.000.000 | Dinas PU {ndrada 100,00 | 100,00
Pengadaan S dan P Drs.
24 |-engadaan sarana dan Frasarana 40.000.000 |Kantor PDE Laurensius 100,00 | 100,00
Kantor PDE
] Nahak
Bagian Dominikus
25 |Penyertaat Modal Pemda kepada BPD 10.000.000 Kegnngnn Mali, B.Sc 100,00 | 100,00
- |Penyertaan Modal Pemda kepada PD Bagian Dominikus
26 Belu Bhakti 20.000.000 Keuangan Mali, B.Sc 100,00 100.00
\
[ |Jumlah V dan r % - 992.468,000| T 97,47 | 96,20 ]




Instansi Pimpro/ Realisasl|
N Keterangan
o Nama Proyek / Baglan Proyek Dana (Rp) p fola Plmbagpro F K g
Vi. PANA KHUSUS PEMBANGUNAN
DESA/KELURAHAN
1 |Bantuan langsung Desa/Kelurahan 1.494.000.000 |Kantor PMD ;':r::is“s 100,00 | 160,00
Bantuan Operasional Pembinaan Fransiskus
2 (BOP) DPO/K untuk Kecamatan 89.050.000 | Kantor PMD Seran 100,00 | 100,00
- . |Bantuan Operasional Pembinaan Fransiskus
3 (BOP ) DPD/K untuk Kabupsaten 18.000.000 |Kantor PMD Seran 100,00 | 100,00
:::'.:::'.::.1'.602.'050;000:: sl 00,00: 54 00,00
VIl. DANA BANTUAN BANTUAN
LUAR NEGER!
Sumber Dana Loan KFN Jerman RSUD Ati Bere
(Peralatan Medis) 7.000.000.000 | 5tarnbua Gabrlel 100,00 | 100,00
1_{Sumber Dena Loan |BRD
Dane Pendamplng APBN (GOI)
Proyek Operasional IMS-NTAADP Dinas
(Lanjutan) 1999/2000 Ir. Erens
970.948.000 |Petomakan Wellem 100,00 | 100,00
Pembangunan Jaringan Utama dan Ir. Danle!
2 Tersier Irigasi 36.646.872.000 |Dinas PU Sugan 44,36 38,36
Junﬂah.vu.déhffﬂ/'..:.l.Z.ZZ.I.Z.Z.ZI....ZZZZZZZZIZZZZ'.ZZI. 44'616‘915'000 o I L.IIB1..‘451. o
-z |Jumiahdisid: Vil-danr®% 7:823.713:000: 208475

Atambua,

5 Januari 2001

a.n. Kepala Bagian Penyusunan Program
Setda Kabupaten Belu
Kasubag. Pengendalain

Gaspar Klau

NIP: 010 058 259



Lampiran V




BREKAPITULAS]I USULAN PROYEK TA. 2000/2001

Menurut Sekior Pembangunan

Kabupaten : Daerah Tingkat Il Belu

B. BIDANG - FISIK PRASARANA

o Sektor Jurdah Sumber Baya (Fp. 000) n

Proyek | APBDN | APBDI | APBN BN |Swaste | Jumish
" 1|Pengairan | L i 0| 150,000| 16,665,000 0 0] 16,815,000
2 [Trensporiasi, Meteorologi dan T 61| 1,555000] 1,3596,970| 15,232,280 0 0] 18,194,250

Geofisika

3 fpaﬁ\msam Pos dan Telekomunikasi 16| 800,000 0| 200,000 0 0] 1,000,000
4 gUng‘r(ungan Hidup dan Tata Ruang 24| 2,680,000 1,355,000 4,195,000 0 0f 8,210,060
5 fPemmahan dan Permukiman 141 10,615,000 0 0 0 0| 10,615,000
5 |Pararmbangan dan Energ 0 0 0 0] 0] 0 0
R Jurnlah 131 15,840,000J2,901,970 36,292,280 0] 0154 834,250
] |

Atlmmbua, 31 Agustus 1999
:"{Kema Eappeda Tingkat Il Belu,

Drs. Jocachim Lopez

NiP_ 620 010 252
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PEMERINTAH KABUPATEN BELU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
JALAN EL TARINO 1 TELEPON NO. 21152
ATAMBUA

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 60/ 04 /IIIV BKBPM/BL-2001

Kepada
v 1. KqualaBappcdaKab. Belu
2. chalal)spendaKab. Belu
3, KepalaKmtm‘BPSKab. Belu
4. chalaBaglmI\clmlngctdaBelu
5. chalaBaglanR:mbmgmmSctdchlu
Mesifig - mesing di Atambua

"r
Berdasorion surat permberitzhien Delan Universitas Senata T Yogyakarta Narmor : 304/PRI/FE/I /01
tanggal , 23 Maret 2001, maka Bupati Belu memberikan ijin kepada ¢

Nama . : Wilpdma Maria F. Seran

Alarriat : Universitas Sanata Dharma
Pekerjaon : Mahasiswa [Program S1]
Kebengsaan : Indonesia ‘

mmm@mmmam/mmmwww@g@m

Bidang : Eonomi
Lokasi : Kabupaten Belu ,
Lamanya 2Bulan(tcrlntmgrmﬂa1 saatpcmbentahuamm di keluarian).-

Pmehhbakempbanmgtmmh/mﬂaaﬁperatm@ta&am'bcﬁ Doersh setempat dan
‘mertyarmpai kanlaporzn hesil penelitiannya kepada Bupati BeluChy. EﬁmKi:sahmBangsacthmhm\
Magyarakat Kabupaten Belu.-

_Tenbusan:

1. Gobernur NIT, di Kiopang;
2. Bupati Belu di Atambua. sebagai laporan;

(3) Dekan FE. Universitas Sanata Dharma di Yogyalarta
4. Yapg bersangkutan,




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . Wilprima Maria Fatima Seran
Umur : 21 Tahun
Tempat/Tanggal Lahir: Belu, 03 Oktober 1980
Agama . Katolik
Alamat . Fatubenao, RT 012/RW 004 Kec. Kota Atambua Belu-
| NTT
Pendidikan
~®  1985-1991 : SDI Debubot - Atambua
® 1991-199%4 : SMP Negeri Sadi - Atambua
o 1094-1997  :SMA NegeriI - Atambua
e 1997-2001 : Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 03 Oktober 2001
Saya yang bersangkutan,

(Wilprima Maria Fatima Seran)
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